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ABSTRAKSI 

 

Chalvin Alif Baskoro, 2020, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan 

Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang (Studi Kasus Di Kelurahan 

Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya), Skripsi Program Studi Ilmu 

Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya. 

 

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, e-Musrenbang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan memahami 

bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis 

website e-musrenbang di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota 

Surabaya, (2) mengetahui dan memahami bagaimana dampak dengan 

diberlakukannya e-musrenbang terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tangga 

Partisipasi yang dikenal dengan A Ladder of Participation yang digagas oleh Sherry 

R Arnstein.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di 

Kelurahan Romokalisari berada pada tangga delegated of power atau pendelegasian 

kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan adanya ruang khusus bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat bukan 

hanya sebagai objek pembangunan dari pemerintah, melainkan sebagai mitra 

pemerintah. Dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat dapat 

menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan yang sedang 

dihadapi saat ini. Program-program yang ada saat ini merupakan apa yang mereka 

usulkan pada saat tahapan proses perencanaan pembangunan berlangsung.  

Keberadaan e-Musrenbang sebagai salah satu bagian dari sistem perencanaan 

pembangunan Kota Surabaya telah membawa dampak terhadap partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut ditandai dengan 

meningkatnya jumlah usulan program pembangunan. Meski begitu, masih terdapat 

warga yang belum mengetahui kegunaan e-Musrenbang sebagai salah satu sistem 

perencanaan pembangunan.   
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ABSTRACT 

Chalvin Alif Baskoro, 2020, citizen participation in Website based development 

planning E-Musrenbang (case study in Romokalisari Village of Benowo Sub-

district of Surabaya City), thesis Program of political Science faculty of Social and 

Political Sciences of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya. 

 

Keywords: citizen participation, development planning, E-Musrenbang. 

The purpose of this research is (1) to know and understand how community 

participation in the planning of development-based website e-Musrenbang in the 

village Romokalisari Benowo Sub-district of Surabaya, (2) know and understand 

how the impact with the enactment of e-musrenbang on community participation in 

development planning.  

This research uses a qualitative method of descriptive research with a case 

study. The theory used in this study was the theory of the participation ladder known 

as A Ladder of Participation, initiated by Sherry R Arnstein.  

The results of this study showed that the citizen participation in Romokalisari 

was on the ladder delegated of power. It is characterized by a special space for the 

citizen to participate in the development planning process. Society is not only an 

object of development from the Government, but rather as a government partner. In 

the process of development planning, the citizen can convey what is the problem 

and the needs that are currently facing. Current programs are what they propose 

during the stage of the development planning process.  

The existence of E-Musrenbang as one part of the development planning 

system of the city of Surabaya has brought an impact on the participation of the 

citizen, it is characterized by the increasing number of proposed development 

programs. Nevertheless, there are still residents who do not know the usefulness of 

e-Musrenbang as one of the development planning system.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam penerapan e-government partisipasi merupakan salah satu 

bagian terpenting. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku 

Politic, Democracy.and E-Government : Participation and. Service 

Delivery. Selain itu juga partisipasi merupakan prinsip dari Good 

Governance dimana dalam pembuatan suatu keputusan, pemerintah juga 

harus melibatkan komponen lain seperti masyarakat dan sektor pasar 

sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan oleh seluruh pihak.   

Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan yang mengadopsi kemajuan teknologi berupa 

website dengan nama e-musrenbang. E-musrenbang merupakan platform 

dimana warga dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan 

pembangunan yang ada dilingkungannya. Dengan menggunakan teknologi 

berupa website maka masyarakat dapat mengikuti proses perencanaan 

pembangunan yang ada diwilayahnya.   

Dengan diberlakukannya Undang – Undang terkait dengan otonomi 

daerah yang berbunyi :2 

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwewenang mengatur.dan mengurus urusan.pemerintahan dan 

 
2 Undang-Undang.No. 23 Tahun 2014.Tentang Pemerintah Daerah Bab I pasal 1 ayat 12 
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kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pelimpahan wewenang tersebut dimulai dari tingkat provinsi, 

selanjutnya diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Adanya peraturan 

tersebut, mengartikan bahwa pemerintah pusat memberikan beberapa 

wewenangnya untuk diurus sendiri oleh daerah berdasarkan aspirasi 

masyarakatnya yang mengacu pada visi misi kepala daerahnya. Salah 

satunya dalam hal pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah 

meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat yang 

ada di daerah. 

Kota Surabaya banyak mendapat sorotan media baik media nasional 

bahkan internasional, kota dengan luas 326,36 km23 dengan jumlah 

penduduk mencapai 2,89 juta jiwa4 kerap mendapatkan penghargaan tingkat 

nasional hingga tingkat internasional. Hal tersebut tak lepas dari peran 

walikotanya.yang gigih memperjuangkan pembangunan kota.metropolitan 

terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Dibawah kepemimpinan Walikota Tri 

Rismaharini Kota Surabaya berkembang pesat. Banyak-inovasi yang 

digagas salah satunya adalah penerapan e-government dilingkungan 

pemerintahannya. 

E-Government merupakan upaya pemerintah memanfaatkan 

perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 
3 Statistik Daerah Kota Surabaya Tahun 2019, Badan Pusat Statistik0Kota Surabaya, hal. 1 
4 Statistik-Daerah Kota Surabaya Tahun 2019, Badan Pusat0Statistik Kota Surabaya,.hal. 8 
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Sehingga masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas, relevan, 

akurat dan-tepat waktu.5 Beberapa pelayanan yang-ada di Kota Surabaya 

sudah mengadopsi perkembangan teknologi baik berupa webiste maupun 

aplikasi guna mendukung adanya hubungan antara pemerintah-dengan 

pemerintah, pemerintah-dengan masyarakat, dan pemerintah dengan 

pelaku-usaha. Jika dikelompokkan sesuai dengan ekosistem e-government 

Kota Surabaya terdapat 10 ekosistem yang kemudian dijabarkan kedalam 

57 layanan e-government Kota Surabaya.6 Pelaksanaan e-government di 

Indonesia tidak lepas dari adanya Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. 

Pemerintah diharapkan mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang 

berbeda – beda. Masyarakat menginginkan supaya aspirasi mereka 

didengar, dengan begitu pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan 

dialog publik dalam perumusan kebijakan.7 

Salah satu bentuk pelaksanaan e-government yang terdapat di Kota 

Surabaya adalah penggunaan E-Musrenbang atau Elektronik Musyawarah 

Perencanaan – Pembangunan Kota Surabaya yang digagas oleh Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya atau Bappeko Surabaya. E-

 
5 Reny-Dwi Karuniawati, Eva Hany Fanida, Efektivitas Sistem Electronic Musyawarah Rencana 

Pembangunan (E-Musrenbang) di Kecamatan-Tambaksari Kota Surabaya. Jurnal Mahasiswa 

Universitas Negeri Surabaya. hal. 3 
6 Baharuddin Noveriyanto, Laila Chairun Nisa, Achmad Sofian Bahtiar, E-Goverment-Sebagai 

Layanan-Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya, Studi Kematangan E-Goverment Sebagai 

Layanan-Komunikasi G2G, G2C and G2B. Jurnal Profetik Komunikasi vol. 11/no. 01/April 2018. 
7 Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government  
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Musrenbang.ini membantu pemerintah guna menyusun program kerja 

dalam satu tahun kedepan.8  

E-Musrenbang adalah sistem-perencanaan pembangunan nasional 

yang mengacu pada Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang-mewajibkan bagi 

pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) yang berguna sebagai perencanaan daerah untuk satu (1) tahun 

kedepan. Dengan menggunakan e-musrenbang usulan yang disampaikan 

oleh masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi dikelolah oleh sistem 

yang dapat diakses oleh masyarakat menggunakan jaringan internet. 9 E-

Musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi terwujudnya good-

governance atau tata pemerintahan yang baik. Dalam konsep good-

governance transparansi publik merupakan sebuah prioritas tersendiri, 

sebab dengan adanya transparansi dapat memperkecil peluang kesalahan, 

sehingga masyarakat dapat menilai dan mengkritisi program pembangunan 

yang ada. Transparansi merupakan karakteristik dari penerapan good 

governance.  

Walaupun demikian, pelaksanaan E-Musrenbang belum 

sepenuhnya sesuai harapan, seperti contoh pada tahun 2016 lalu terdapat 

usulan dari masyarakat mengenai pemeliharaan jalan over lay yang berada 

 
8 Reny Dwi Karuniawati, Eva Hany Fanida, Efektivitas.Sistem Electronic Musyawarah Rencana 

Pembangunan (E-Musrenbang) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Jurnal Mahasiswa 

Universitas Negeri Surabaya. hal. 5 
9 Ibid, hal 5 
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di Wonocolo akibat adanya pembangunan box culvert sehingga 

menyebabkan genangan air dan jalan mengalami kerusakan, namun usulan 

tersebut ditolak dengan alasan keadaan jalan masih bagus dan layak. Di 

waktu yang sama, dengan keadaan yang tidak terlalu mendesak seperti 

usulan pengadaan meja ping pong sebanyak 2-5 meja di beberapa 

kelurahan langsung disetujui bahkan mereka tidak menyampaikan urgensi 

dari pengadaan barang tersebut padahal dana yang digunakan cukup besar 

senilai Rp 30.000.00010. Selain itu, adanya fenomena Elite Capture 

menjadi sebuah fenomena dalam tiap proses musrenbang. Elite Capture 

merupakan sikap atau tindakan yang dilakukan seseorang maupun 

kelompok guna mempengaruhi kebijakan ataupun keputusan yang 

nantinya akan menguntungkan mereka. Fenomena ini bukan hanya terkait 

dalam sistem namun juga hasil atau manfaat dari pembangunan itu sendiri 

baik berupa materi maupun non materi.11 Selain itu juga masih ada 

permasalahan terkait transparansi, ketidaksesuaian data dan hamatan lain 

dalam sistem menjadikannya sebagai gap tersendiri, mengingat status kota 

Surabaya adalah sebagai kota prestatif dan percontohan bagi banyak 

wilayah lain dibidang pemerintahan.12  

 
10 www.kompasiana.com/e-musrenbang-surabaya-masih-jauh-dari-harapan-diakses pada 27 Juli 

2019 pukul 20.22 
11 Novy Setia Yunas. Efektivitas E-Musrenbang di-Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan 

Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 7 April 2017 

hal. 27 
12 Prima Tama Setyasa, Penilaian Tingkat Partisipasi Musyawarah-Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Kota Surabaya. Jurnal.Penata Ruang Vol. 14 No. 1 Tahun 2019 hal. 12 

http://www.kompasiana.com/e-musrenbang-surabaya-masih-jauh-dari-harapan
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Menurut Arnstein dalam teorinya tentang tangga partisipasi atau A 

ladder of participation yang membagi partisipasi kebeberapa tingkatan, hal 

tersebut terbagi dalam berbagai kategori sejauh mana warga dilibatkan dan 

diberi ruang  dalam proses penentuan kebijakan dan program yang dibuat 

oleh pemerintah sehingga dampak dari progam dan kebijakan dapat 

langsung dirasakan oleh warganya. Walaupun usulan yang diberikan 

bersumber dari tingkat RW dan Kelurahan, tetapi tetap saja yang 

melakukan validasi keputusan ialah pada tiga tahapan selanjutnya yakni 

pemerintah kecamatan, SKPD, Pemerintah Kota dan Legislatif. Atau 

dengan kata lain, adanya indikasi bahwa banyak usulan dari level 

kelurahan yang tidak di validasi, walaupun usulan program tersebut adalah 

hal yang dibutuhkan bagi masyarakat.  

Romokalisari adalah salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Gresik. Kecamatan Benowo mempunyai luas ±23,76 km2 dan 

membuatnya menjadi kecamatan terluas di kota Surabaya yang termasuk 

dalam kawasan Surabaya Barat bersama dengan 7 kecamatan lainnya.  

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan, jika dibandingkan 

dengan lokasi yang berada tidak jauh dengan pusat Kota Surabaya, 

keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

di Kelurahan Romokalsiari dinilai cukup baik, walaupun memang berada 

di dekat wilayah perbatasan tidak menyurutkan semangat untuk 

membangun di wilayahnya. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya 
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program pembangunan yang merupakan hasil usulan masyarakat melalui 

forum rembug ditingkat RT. Sehingga program pembangunan sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 2 (dua) pokok 

permasalahan yakni 1) partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan berbasis website e-musrenbang dan 2) bagaimana dampak 

diberlakukan musrenbang dalam bentuk elektronik terhadap partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya yanga ada di 

kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Maka dari 

itu, tema dari penelitian ini adalah “PARTISIPASI WARGA DALAM 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WEBSITE E-

MUSRENBANG (Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari 

Kecamatan Benowo Surabaya). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, pertanyaan dalam penelitian yang akan 

diajukan yakni : 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam-perencanaan pembangunan 

berbasis website e-musrenbang di Kelurahan Romokalisari Kecamatan 

Benowo? 

2. Bagaimana dampak diberlakukannya e-musrenbang terhadap 

perencanaan pembangunan di Kelurahan Romokalisari Kecamatan 

Benowo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Untuk mengetahui-terkait partisipasi-masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan berbasis website e-musrenbang di Kelurahan 

Romokalisari Kecamatan Benowo. 

2. Untuk mengetahui dampak diberlakukannya e-musrenbang terhadap 

perencanaan pembangunan di Kelurahan Romokalisari Kecamatan 

Benowo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat-Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menambah khasanah keilmuan dan ikut serta dalam pengembangan 

pemikiran bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti tentang praktik 

pelaksanaan e-government Kota Surabaya khususnya e-musrenbang 

serta dampak yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi dalam 

lingkungan pemerintahan terhadap partisipasi masyarakatnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

bagi semua pihak khsusunya pihak – pihak mengelolah e-governemnt 
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kota Surabaya terkait pelaksanaan e-musrenbang dan partisipasi 

masyarakat agar dapat lebih efektif dan efisien.  

3. Manfaat Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi 

mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya pada program studi 

Ilmu Politik dan juga menjadi bahan bacaan bagi khalayak untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuannya di bidang sosial dan 

politik. 

 

E. Definisi Konseptual 

 

Agar pembahasan konsep tidak melebar dalam penelitian ini, maka 

definsi konseptual mempunyai fungsi untuk mempertegas konsep dan 

pembatasan fokus penelitian. Defisini konseptual yang akan dijelaskan 

berdasarkan judul penelitian yakni Partisipasi masyarakat, perencanaan 

pembangunan dan e-musrenbang.  

1. Partisipasi Masyarakat 

 Gene Rowe and Lynn J. Frewer menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan partisipasi masyarakat atau public partisipation 

adalah “Public participation may be defined at a general level as the 

practice of consulting and involving members of the public in the 

agenda-setting, decision making, and policy-forming activities of 
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organization or instituions responsible for policy development” ( 

Partisipasi publik dapat didefinisikan secara umum sebagai praktik dari 

konsultasi dan pelibatan masyarakat dalam agenda setting, 

pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, aktivitas organisasi atau 

institusi yang bertanggung jawab untuk pengembangan kebijakan13. 

Sehingga partisipasi merupakan sebuah hak mendasar yang dimiliki 

oleh tiap individu untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan 

hingga pengendalian suatu pembangunan yang menjanjikan 

kemerdekaan bagi masyarakat.14 

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan sebauah 

karakter atau perasaan individu memandang situasi sekitar yang ada 

dalam lingkungannya yang kemudian mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu guna mencapai tujuan yang diharapkan..15 Pendapat tersebut 

lebih menekankan pada nilai psikologis dimana munculnya dorongan 

dalam diri untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai 

tujuannya. Sehingga terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi unsurnya, yakni 

: (1). Adanya tanggung jawab, (2). Adanya kesediaan untuk memberi 

sumbangsih demi mencapai tujuan kelompoknya, (3). Kesediaan untuk 

ikut terlibat dalam kelompoknya.16 

 
13 Gene Rowe  and Lynn J. Frewer, Evaluating Public-Prticipation Exercises: A Research Agenda 

Science, Technology and Human Values, Vol. 29 No. 4 hal. 512  
14 Fikri Azhar, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. jurnal Kebijakan 

dan Manajemen Publik, Vol. 3 No. 2 tahun 2015 Hal. 67  
15 Nur Rahmawati S, Rudi Saprudin & Arie Surya Gutama, Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. Share Social Work Journal, 

Vol. 5 No. 1 Hal. 73 
16 Ibid, hal. 74 
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2.  Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan merupakan suatu usaha yang terorganisir yang 

dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk memilih suatu 

alternatif guna mencapai tujuan yang diinginkan.17  Dengan kata lain, 

perencanaan merupakan sebuah bentuk latihan intelegensia yang 

bertujuan untuk mengolah fakta dan situasi sebagaimana adanya dan 

berusaha untuk menemukan jalan keluar.18 

Arti kata pembangunan sendiri merupakan sebuah proses 

menuju pada kondisi yang dipandang lebih baik dan berharga 

dibandingkan dengan sebelumnya, baik dalam hal struktur, sistem 

ekonomi, sosial dan pengurangan dalam kesenjangan dan kemiskinan 

dan terpenting adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. 

Dengan kata lain, pembangunan merupakan proses menuju ke yang 

lebih baik melalui upaya yang telah direncanakan sebelumnya.19  

Perencanaan pembangunan adalah memilih dan 

menghubungkan fakta serta pembuatan asumsi masa depan dengan 

cara menggambarkan serta merumuskan kegiatan yang 

dibutuhkan..20 Menurut Sokartawi, yang disebut dengan perencanaan 

merupakan pemilihan alternatif atau pengalokasian sumber daya 

 
17 Diana Conyers, Perencanaan Social di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, (Gadjah Mada University 

Pers : Yogyakarta) 1994, Hal. 4 
18 Ibid, hal. 4. 
19 Irma Purnamasari, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di 

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik tahun 2008 
20 Ibid.  
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yang tersedia, sedangkan pembangunan merupakan usaha atau 

rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan 

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara maupun oleh 

pemerintah dengan tujuan modernitas dalam rangka pembinaan 

bangsa (nation holding).21 

3. E – Musrenbang 

E-Musrenbang adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh 

Pemerintah Kota Surabaya sebagai bagian dari sistem perencanaan 

pembangunan yang ada di Kota Surabaya. Adanya amanat Undang – 

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang melembagakan musrenbang pada tiap 

tingkatan pemerintahan, serta didukung dengan kemajuan teknologi 

dan adanya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan 

Penerapan E-Government di Indonesia mendorong lahirnya sebuah 

sistem perencanaan dengan berbasis website yang dapat diakses oleh 

masyarakat melalui alamat bappeko.surabaya.go.id/musrenbang.  

Dalam website tersebut termuat usulan – usulan program 

pembangunan yang nantinya akan dibahas pada forum – forum 

musrenbang Kota Surabaya. Dapat disimpulkan, bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan suatu usaha pelibatan masyarakat dalam 

 
21 Usman Effendi, Pengembangan e-Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus 

: Kabupaten Ogan Komering Ulu) Jurnal Nasional Informatika 2013 UPN Veteran Yogyakarta 18 

Mei 2013 ISSN : 1979-2328 hal. 2 
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proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan berperan penting sebab dalam 

perencanaan pembangunan pemerintah akan menggerakkan seluruh 

kemampuan serta sumber daya yang dimiliki 

 

F. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian sebelumnya 

sebagai bahan refrensi dan acuhan serta penelitian yang akan 

dikembangkan. Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya : 

Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan Penelitian Pembahasan 

1.  Fikri Azhar, Mahasiswa 

Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas 

Airlangga Surabaya. 

Jurnal Kebijakan dan 

Manajemen Publik, Vol. 3 

No. 2 Mei-Agustus 2015 

ISSN 2303-341X. Dengan 

judul Partisipasi Masyarakat 

dalam Perencanaan 

Pembangunan (E- 

MUSRENBANG) di 

Kelurahan Pegirian 

Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya.   

Penelitian ini membahas tentang 

keterlibatan masyarakat dalam 

proses penentuan kebijakan yang 

dirasa masih rendah dengan 

menggunakan type penelitian 

deskriptif kualitatif. Partisipasi 

masyarakat dibutuhkan bukan 

hanya sebagai pendukung program 

pemerintah, tetapi juga ikut serta 

dalam penentuan arah kebijakan. 

Namun, fakta yang terjadi di 

Kelurahan Pegirian adalah dari 

berita acara musrenang kecamaan 

Semampir, Kelurahan Pegirian 

hanya diikuti oleh 22 orang 

ditahun 2014 dan 23 orang ditahun 

2015. Bukan hanya berpengaruh 

pada tingkat kehadiran peserta saja 

namun juga berimbas pada jadwal 

pelaksanaan musrenbang yang ada 

di tingkat kelurahan. Sesuai 
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dengan surat dari Pemerintah Kota 

Surabaya menyatakan bahwa 

jadwal pelaksanaan musrenbang 

kelurahan dimulai pada 2 s/d 13 

Februari 2015. Namun Kelurahan 

Pegirian tidak berjalan sesuai 

dengan jadwal dengan mundur 

hingga 10 hari dari batas akhir 

pelaksanaan atau pada 23 Februari 

2015. Penyebabnya adalah 

ketidaksiapan warga dalam 

mengikuti pelaksanaan 

musrenbang, masih belum siapnya 

usulan yang akan dibahas dalam 

musrenbang. Selain itu, 

masyarakat Kelurahan Pegirian 

tidak memanfaatkan program itu 

dan bahkan ada juga masyarakat 

yang tidak mengetahuinya. Lebih 

tepatnya lagi, dalam penelitian ini 

menggambarkan kondisi dimana 

masyarakat Kelurahan tersebut 

belum siap menerima program 

tersebut.  

 

2.  Syahrirsyah, Universitas 

Cokroaminoto Palopo 

Sulawesi Selatan. 

Indonesian Journal of 

Networking and Security 

IJNS Vol. 4 No. 4 tahun 

2015 dengan judul Analisis 

Penerapan Sistem Informasi 

e-Musrenbang dalam 

Perencanaan Pembangunan 

Partisipatif Kota Palopo 

Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana penerapan sistem 

informasi perencaan e-

musrenbang yang ada di Kota 

Palopo yang dikelolah oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Palopo sejak tahun 

2015 dan mengkuru kesuksesan 

penerapan sistem e-musrenbang 

dengan responden adalah pegawai 

SKPD, staf kelurahan, kecamatan 

dan masyarakat. dengan 

menggunakan purposive sampling 

yang diambil dari pengguna yang 

menggunakan ataupun 

berhubungan dengan sistem e-

musrenbang ini. Sistem e-

musrenbang selain terhubung 

langsung dengan LAN juga 

terhubung melalui internet 

sehingga masyarakat dapat 
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mengakses. Dari hasil yang 

didapatkan bahwa sistem ini 

berpengaruh positif dan 

memberikan berbagai kemudahan 

yang dirasakan oleh penggunanya, 

dan memberikan dampak positif 

yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya penggunaan e-

musrenbang. Masyarakat 

merasakan adanya kemudahan 

dalam menggunakan e-

musrenbang. 

 

3. Ali Muldi, Program Studi 

Ilmu Komumikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa. 

Jurnal Dakwah Risalah Vol. 

29 No. 2 Desember 2018 

dengan judul Komunikasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Berbasis e-

Musrenbang (Studi Kasus 

RKPD Jawa Barat Online) 

Penelitian ini membahas tentang e-

Musrenbang yang merupakan 

portal yang berbasis website yang 

diperuntukkan untuk mendukung 

upaya sinergi perencanaan 

pembangunan antara pemerintah 

dengan masyarakat. RKPDJabar 

ini merupakan sebuah inovasi 

dalam bidang pelayanan sistem 

informasi publik dari pemerintah 

Jawa Barat. Selain berisikan 

tentang hasil dari Musrenbang, 

dalam RKPDJabar juga 

memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk memberikan 

usul dan masukan perencanaan 

pembangunan secara langsung 

pada stakeholder terkait. Dengan 

memanfaatkan jaringan internet 

komunikasi dibangun. Dengan 

menggunakan RKPDJabar ini 

mendorong proses komunikasi  

perencanaan secara bottom up 

bukan hanya untuk 

mentransformasi ide dan gagasan 

namun juga sebagai pembelajaran 

bagi masyarakat. dengan begitu 

mendorong stakeholder agar 

menekan aspek kognitif, efektif 

dan psikokomotorik terhadap 

lingkungan sekitarnya. Namun 

feedbcak tidak terjadi secara 

langsung melainkan delayed 
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feedback. Sebab usulan 

pembangunan akan di 

dokumentasikan dari usulan yang 

bersifat masal. Yang menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan 

RKPDJabar ini adalah para 

opinion leader yang termasuk 

dalam kategori orangtua yang lahir 

sebelum jaringan internet ada 

sehingga mereka tidak mempunyai 

pengalaman atau keterampilan 

berkomunikasi melalui jaringan 

online. Selain itu juga faktor 

sosialisasi kepada masyarakat 

menjadi penghambat pelaksanaan 

RKPDJabar ini.  

 

4. Ahmad Nazir  

Fakultas Ekonomi 

Universitas Pamulung 

Jurnal Mandiri Ilmu 

Pengetahuan, Seni dan 

Teknologi Vol.1 No. 1 Juni 

2017 : 9-21 Jurnal ISSN : 

2580-322- E-ISSN 2580-

4588 Dengan judul 

Implementasi Kebijakan e-

Musrenbang di Kelurahan 

Gondrong Kecamatan 

Ciponoh Kota Tangerang. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi harapan dari 

warga setempat dengan adanya 

perencanaan pembangunan dan 

menganalisis terkait kebijakan 

penerapan e-Musrenbang yang ada 

di Kelurahan Gondrong 

Kecamatan Ciponoh Kota 

Tangerang. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. 

Sebelumnya masyarakat tidak 

mempunyai kuasa untuk 

menentukan program mana yang 

ingin dikerjakan nantinya dan 

banyaknya program yang hanya 

untuk memenuhi list program yang 

diajukan tanpa adanya jaminan 

berapa jumlah program yang 

terakomodasi. Masyarakat banyak 

yang kecewa sebab hanya 

sepersekian persen usulan yang 

dapat terealisasikan. Hambatan 

yang dihadapi adalah pelaksana e-

musrenbang tingkat bawah yakni 

RT/RW masih belum menguasai 

penuh penggunaan e-musrenbang. 

Berbanding terbalik dengan 

petugas Kelurahan yang 
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mengatakan bahwa penggunaan 

sistem online dirasa sangat 

membantu kinerja kelurahan 

hingga lebih efektif dan efisien 

dibandingkan secara manual. 

Sehingga perlu adanya 

pendampingan atau workshop 

penggunaan e-musrenbang 

khususnya untuk masyarakat.  

 

5. Novy Setia Yunas, 

Program Studi Ilmu 

Pemerintahan, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Darul 

Ulum Jombang Jawa Timur 

Otoritas Jurnal Ilmu 

Pemerintahan, 7 (1) April 

2017, 19-27. Dengan judul 

Efekrivitas e-Musrenbang di 

Kota Surabaya dalam 

Sistem Perencanaan 

Pembangunan 

Berparadigma Masyarakat. 

Penelitian ini membahas dan 

menganalisa tentang keberadaan e-

musrenbang sebagai sebuah 

inovasi dalam sistem perencanaan 

pembangunan yang dinilai mampu 

mengakomodir kebutuhan 

masyarakat. Pemakaian e-

musrenbang dapat mendorong 

partisipasi dan akutabilitas ata 

usulan yang masuk dari 

masyarakat. Pendekatan 

partisipatif dilakukan dengan 

melibatkan semua pihak yang 

mempunyai kepentingan terhadap 

pembangunan. Dilain hal, 

keberadaan e-musrenbang dinilai 

mampu untuk memotong proses 

yang panjang tentang penjaringan 

usulan pembangunan yang ada di 

masyarakat agar usulan tersebut 

lebih tepat, terarah dan akurat. 

 

 

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa beberapa 

pemerintah daerah sudah mulai menerapkan e-govrernment untuk 

mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, walaupun masih 

terdapat beberapa kendala. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti ketidaksiapan dari masyarakatnya sendiri terkait dengan adanya 

penggunaan teknologi dalam perencanaan pembangunan, adanya rasa 
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takut bahwa suatu saat posisi para pegawai pemerintahan akan digantikan 

oleh teknologi canggih sehingga mereka kehilangan pekerjaanya, sumber 

daya manusia yang rendah terlebih di negara berkembang seperti 

Indonesia dimana angka melek teknologi masih dirasa rendah terlebih 

orang – orang yang menjadi opinio leader merupakan mereka yang sudah 

berusia lanjut sehingga sulit untuk mengoperasikan teknologi. Di lain hal 

adanya usulan yang tidak terealisasikan menyebabkan menurunnya 

kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah.  

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek dari yang 

diteliti merupakan forum musyawarah rencana pembangunan berbasis IT 

di beberapa daerah dengan menggunakan media website untuk sebagai 

media penampung aspirasi dan usulan dari masyarakatnya. Walaupun 

terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian sebelumnya, dalam 

penelitian ini berupaya untuk memperlihatkan bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan keterlibatan 

masyarakat dalam menentukan usulan program diwilayahnya.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Kajian Pustaka 

1 Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat 

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Dalam kerangka demokrasi, partisipasi merupakan cermin dari 

nilai penting seperti adanya legitimasi, keadilan serta efektivitas 

tindakan publik. Dengn adanya partisipasi dapat memberikan 

legitimasi bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan bagi warganya melalui proses 

pembangunan. Sebab segala bentuk upaya kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari warganya. Hal 

tersebut mencerminkan keadilan bagi warganya yakni dengan 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha 

meningkatkan kualitas hidupnya. 22 

Kata partisipasi sendiri berasal dari bahasa inggris yakni 

participation yang artinya adalah keikutsertaan. Dalam kamus 

Oxford atau Oxford Advanced Learner’s Dictionary dijelaskan 

bahwa participation means (action of) participating sedangkan 

participate means to take part or become involved. (Partisipasi 

berarti mengambil peran atau ikut terlibat. Sedangkan dalam Kamus 

 
22 Enos Paselle, Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Studi Tentang Efektivitas Musrenbang 

Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Jurnal Paradigma Vol. 2 No. 1 April 2013 : 10-25 
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Besar Bahasa Indonesia mengartikan partisipasi sebagai suatu 

keikutsertaan atau peran serta. Yakni perihal turut berprean dalam 

sebuah kegiatan.23 

Faqence dalam Hiryanto menyatakan bahwa partisipasi 

merupakan keterlibatan dalam perencanaan dan penyampaian, lebih 

lanjut Hiryanto mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan 

keikutsertaan atau keterlibatan yang tidak hanya sebatas lahiriah saja 

melainkan dapat berupa keterlibatan pikiran, merencanakan, 

memutuskan, memiliki dan mengevaluasi.24 Partisipasi merupakan 

keikutsertaan seseorang atau beberapa orang dalam sebuah kegiatan, 

keterlibatan tersebut dapat berupa keterlibatan fisik, mental. Emosi 

dalam menggunakan kemampuan yang mereka punya untuk 

mendukung pencapaian tujuan.25 

Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu hak tiap warga 

negara untuk dapat menyuarakan pendapatnya dalam proses 

pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

institusi yang mewakili kepentingannya.26 Sebagaimana dalam 

Ravik Karsi yang menyatakan bahwa partisipasi merupakan proses 

aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat dan terwujud sebagai 

 
23 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 1024 
24 Hiryanto, dkk. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Melalui 

Pusat Kegiatan Belajar Maysrakat di Kota Yogyakarta, Laporan Penelitian Hibah Penelitian 

Program Due-Like FIP UNY. 2003, tahun 2003 hal. 9 
25 Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipatoris dengan Pendekatan Sistem, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2005) hal. 32 
26 Siti Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011) hal. 51 
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sebuah kegiatan yang apabila terpenuhi beberapa faktor berikut 

yakni (1) adanya kemauan, (2) adanya kesempatan, (3) adanya 

kemampuan.27 Dari ketiga faktor tersebut, 2 faktor yakni kemauan 

dan kemampuan datang dari dalam diri masing – masing individu, 

sedangkan faktor ketiga merupakan faktor pendukung yang berasal 

dari luar yang menyelenggarakan suatu kegiatan yang membutuhkan 

adanya partisipasi dari masyarakat.  

Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu simpulan bahwa yang 

disebut dengan partisipasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang atau lebih untuk ikut terlibat dalam sebuah usaha 

untuk mencapai tujuan tertentu, keterlibatan tersebut dapat berupa 

secara fisik maupun non fisik yang dilakukan secara sadar tanpa 

adanya paksanaan dan tekanan dari pihak manapun serta adanya 

kesempatan untuk melakukan tindakan partisipasi. 

b. Jenis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi 4 jenis yakni :28 

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan proses penentuan alternatif 

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu secara 

bersama. Dalam proses perencanaan dibutuhkan kesepakatan 

dan kemufakatan, hal tersebut dikarenakan kegiatan yang akan 

 
27 Ravik Karsidi. Sosiologi Pendidikan, (Surakata : LPP UNS Press. 2008) hal. 21 
28 Siti Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011) hal. 61  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 
 

 

terselenggara nantinya demi kepentingan bersama. Wujud dari 

partisipasi dalam jenis ini yakni terlibat dalam rapat, 

musyawarah, diskusi, sumbangsih pemikiran, tanggapan atau 

penolakan terhadap suatu hal yang ditawarkan.  

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan 

Partisipasi jenis ini merupakan penentu terhadap keberhasilan 

dari suatu program. Lingkup dari partisipasi dalam pelaksanaan 

adalah pengerahan sumber daya yang tersedia baik berupa 

sumber daya manusia, dana, maupun kegiatan administratif. 

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan 

Partisipasi dalam pemanfaatan erat kaitannya dengan hasil dari 

pelaksanaan program yang telah dicapai bersama. 

4. Partisipasi dalam Evaluasi 

Jenis partisipasi ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana 

jalannya dari pelaksanaan program, dari program yang sudah 

dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan apa yang diingkan, 

atau sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya.  

Sedangkan jika dilihat dari bentuknya, partisipasi dapat 

dikelompokkan kedalam dua bentuk yakni partisipasi secara vertikal 

dan partisipasi secara horizontal. Partisipasi secara vertikal 

merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan / proses 

pengambilan suatu keputusan namun kedudukan masyarakat berada 

dibawah atasan atau sabagai klien. Sedangkan partisipasi horizontal 
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merupakan suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai 

keududukan yang sejajar dengan masyarakat lainnya dalam proses 

pengambilan keputusan ataupun dalam suatu kegiatan.29 Terdapat 

pendapat lain yang menyatakan bahwa partisipasi dikelompokkan 

kedernalam dua jenis yakni partisipasi berupa fisik dan non fisik.30 

Kumorotomo kemudian membagi partisipasi kedalam 4 bentuk 

yakni : 

• Electoral Participation, merupakan partisipasi yang mudah 

dilihat dan bersifat rasional. Aktivitas yang menunjukan 

partisipasi bentuk ini adalah dalam pemilu. 

• Group Participation, yakni warga negara yang tergabung 

kedalam suatu kelompok tertentu dan menyuarakan aspirasinya. 

• Citizen Government Contacting, adanya hubungan antara 

pemerintah dengan masyarakat yang terjalin erat baik dengan 

cara bersurat, telepon maupun bertemu secara langsung. Seperti 

dalam kegiatan Musrenbang, dimana pemerintah melibatkan 

masyarakatnya dengan mangadakan pertemuan – pertemuan. 

• Citizen Participation, partisipasi warga negara dimana 

masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembuatan suatu 

kebijakan oleh pemerintah.  

 
29 Ibid, hal. 58 
30 Ibid, hal. 58 
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Dari penrjelasan diatas, dalam pelaksanaan E-Musrenbang 

merupakan bentukpartisipasi cittizen government contacting dan 

partisipasi warga negara. Hal tersebut ditandai dengan adanya forum 

yang mempertemukan masyarakat dengan pemerintah, mereka 

saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak untuk 

membahasa rencana pembangunan. Sedangkan menurut Ndraha 

partisipasi dibagi kedalam 6 bentuk yakni : 

• Partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi, 

• Partisipasi dalam memberikan tanggapan, 

• Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, 

• Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, 

• Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan, 

• Partisipasi dalam menilai pembangunan. 

Sedangkan menurut Hamijono, partisipasi masyarakat dapat 

berbentuk :31 

• Partisipasi dalam bentuk buah pikiran 

• Partisipasi dalam bentuk tenaga 

• Partisipasi dalam bentuk harta benda 

• Partisipasi dalam bentuk keterampilan 

• Partisipasi sosial. 

 

 
31 Hamijono. Partisipasi dalam Pembangunan. (Jakarta : Depdikbud, 2007) hal. 21 
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c. Pelaksanaan Partisipasi 

Tahun 2013 UNDP United Nation Development Programme atau 

Badan Program Pembangunan PBB melalui data yang dirilis tentang 

indeks pembangunan manusia yang menempatkan Indonesia pada 

urutan 121 dan masuk dalam kategori Medium Human Development. 

Hal tersebut membuat Indonesia hanya sejajar dengan negara Afrika 

Selatan, Timor Leste dan Palestina. Hal tersebut menandakan bahwa 

indeks pembangunan manusia di Indonesia terbilang masih rendah 

atau belum maksimal.32 Selama ini model relasi yang dibangun 

antara pemerintah dengan masyarakat adalah top down. Dengan 

menggunakan model ini, masyarakat menjadi pasif. Sedangkan 

untuk memaksimalkan partisipasi harus menggunakan model 

dialogis bottom up. Model top down dirasa sudah tidak sesuai 

dengan keadaan masyarakat Indonesia.33 

Club Du Sabel dalam buku Mikkelsen memberi deskripsi dalam 

pelaksanaan partisipasi sebagai berikut :34 

Tabel 2.1 

Pelaksanaan Partisipasi 

 

No. 
Jenis 

Partisipasi 
Pendekatan Keterangan 

1. Partisipasi 

Pasif, 

Pendekatan 

“Kami lebih tahu 

Pada Pendekatan ini 

menggunakan 

 
32Ezi Henri, Ninuk Purnaningsih, Amiruddin Saleh, Analisis Efektivitas Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Effectiveness Analysis of Development Planning Conference) Jurnal Komunikasi 

Pembangunan Vol. 12 Juli 2014 No. 2 ISSN 1693-3699 hal. 60 
33Ibid, hal. 61 
34Irma Purnamasari, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perenacanaan Pembangunan di 

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Tahun 2008 
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Pelatihan dan 

Informasi 

apa yang terbaik 

bagimu” 

komunikasi satu arah 

antara staff dengan 

masyarakat. 

2.  Partisipasi 

Aktif  

Pendekatan 

“Pelatihan dan 

Kunjungan” 

Adanya dialog atau 

komunikasi dua arah 

yang dilakukan. 

Dimana masyarakat 

diberikan ruang untuk 

melakukan 

komunikasi atau 

dialog dengan petugas 

penyuluhan. 

3. Partisipasi 

dengan 

Keterikatan 

Pendekatan 

“Kontrak, tugas 

yang dibayar” 

Istilahnya apabila 

masyarakat 

melakukan ini, 

maka proyek akan 

melakukan itu. 

Masyarakat baik 

pribadi maupun 

kelompok diberikan 

tanggung jawab atas 

tiap kegiatan atau 

proyek. Dimana 

panitia bertanggung 

jawab atas 

pengorganisasian dan 

pelaksanaan tugas. 

4. Partisipasi 

Atas Dasar 

Permintaan 

Setempat 

Kegiatan yang 

dilakukan atas 

dasar apa yang 

menjadi 

permintaan dari 

warganya sendiri 

Pada jenis partisipasi 

ini, kegiatan lebih 

berfokus pada 

menjawab apa yang 

menjadi kebutuhan 

bagi warganya. Bukan 

kebutuhan yang 

dirancang oleh pihak 

lain. 

 

Jika dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Club Du Sabel 

pelaksanaan partisipasi yang baik adalah partisipasi aktif yang 

didasari atas permintaan dari masyarakat setempat. Dalam 

partisipasi aktif adanya ruang untuk melakukan dialog antara 

masyarakat dengan pemerintah sedangkan dalam partisipasi atas 

dasar permintaan warga setempat yakni upaya yang dilakukan untuk 

menjawa permasalahan yang saat ini sedang dihadapi, apa yang 
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menjadi kebutuhan mereka serta potensi apa yang mereka miliki 

untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

d. Manfaat Partisipasi Masyarakat 

Dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dari masyarakat 

sangat dibutuhkan. Karena pada dasarnya masyarakatlah yang 

nantinya akan melaksanakan program serta menikmati hasil dari 

pembangunan yang telah dilakukan. Pembangunan yang dilakukan 

tidak semata – mata hanya membantu masyarakat dalam 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, namun 

pembangunan merupakan sebuah alat yang bertujuan untuk 

membangun kemandirian masyarakat hingga mereka mampu untuk 

meneyelsaikan dan mengatasi permasalahan yang sedang mereka 

hadapi saat ini. Pembangunan yang berhasil ketika mampu untuk 

menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya.35 

Beberaapa keuntungan apabila terdapat partisipasi antara lain : 

• Adanya peluang diperolehnya keputusan yang benar, 

• Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikira 

kreatif , 

• Mengembalikan nilai – nilai kemanusiaan, 

• Mendorong untuk bertanggung jawab. 

• Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan yang ada.36 

 
35 Suparjan dan Hempri Suyatno. Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai 

Pemberdayaan. (Yogyakarta : Aditya Media, 2003) hal. 27 
36 Suryosubroto. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat. (Yogyakarta  FISIP UNY) 

hal. 80 
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Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan 

pembangunan akan menumbuhkan kreatifitas serta dapat mengasah 

inovasi dari masyarakat untuk mengolah potensi yang dimiliki. 

Sehingga dapat tercipta kemandirian dan mengurangi 

ketergantungan dengan pihak lain.  

Dalam perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi 

dari masyarakat hanya akan menjadi perencanaan diatas kertas. 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

mempunyai dampak baik dan buruk yakni :37  

• Partisipasi dalam perencanaan, mempunyai dampak positif 

dimana kegiatan yang didapatkan nantinya merupakan program 

yang dirancang bersama. Namun dampak negatifnya adalah 

terjadinya pertentangan antar warga yang berujung pada 

tertundanya atau bahkan dapat menghambat pengambilan 

keputusan. 

• Partisipasi dalam pelaksanaan, dengan dilibatkannya 

masyarakat dalam proses pelaksanaan adalah banyak program 

yang dapat terealisasikan karena mereka paham tentang 

program yang dikerjakan. Hal buruknya adalah masyarakat 

condong menjadi objek dari pelaksanaan pembangunan.38  

 

 
37 Adi Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, 

(Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI) 2001, hal. 206-207 
38 Khaiurddin. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek : Sosisologi, Ekonomi, dan 

Perencanaan. (Yogyakarta : Liberty) hal. 23 
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2 Kajian Tentang Perencanaan Pembangunan 

a. Pengertian Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara 

sistematis kegiatan – kegiatan yang dilakukan mencapai suatu tujuan 

tertentu. Perencanaan merupakan kerangka untuk menyusun 

program kerja yang bersifat umum maupun bersifat spesifik 

berdasarkan batasan waktu tertentu.39 Perencanaan merupakan 

sebuah kebijakan yang dianalisis berdasarkan tindakan yang berpola 

logika dari ilmu manajemen, kepemimpinan, administrasi, kebijakan 

publik, teknologi komunikasi, yang bertujuan mencapai suatu tujuan 

atau visi – misi organisasi.40 

Waterson dalam Bryant and White menyatakan bahwa salah 

satu tahapan terpenting dari pembangunan adalah perencanaan, 

sebab perencanaan mencakup penghematan sumber daya langkah 

oleh otoritas yang dibentuk oleh masyarakat banyak. Oleh sebab itu, 

dalam perencanaan harus mencakup upaya yang terorganisir sadar 

dan continue agar dapat menemukan alternatif terbaik yang dapat 

ditempuh untuk mencapai tujuan yang disepakati sebelumnya. 

Perencanaan juga tidak hanya instrument atau sasaran secara efisien, 

 
39 Sa’id G dan Itan. Manajemen Agribisnis. Ghalia Indonesia. hal. 32 
40 Aristo DA. Rejwinasi Peran Perencanaan dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif 

“Sebuah Tahapan Awal Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif. Disampaikan dalam Seminar 

ASPI Universitas Brawijaya Malang Juli 2004 
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namun perencanaan juga dapat mengantarkan masyarakat 

menemukan masa depannya.41 

Sedangkan pembangunan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan secara 

sengaja guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

bersangkutan.42 Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang 

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa untuk menuju modernitas 

dalam rangka pembinaan bangsa.43 Pembangunan pada dasarnya 

mengandung beberapa unsur yakni : 

• Usaha atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 

guna menentukan arah pembangunan. dalam usaha tersebut 

dibutuhkan potensi – potensi yang mereka miliki sehingga 

membuat pembangunan dapat berlangsung terus menerus dan 

mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

• Dilakukan Secara Sadar atau Dengan Sengaja, maksudnya 

pembangunan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. 

Oleh karena itu dalam harus dilakukan secara sadar dan 

disengaja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 
41 Akadun, Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal Mimbar Vol. XXXVII No. 2 Desember 2011 hal. 183-

191. 
42 KBBI Online. Definisi Pembangunan. diakses Senin, 27 Juli 2020 pukul 07.30 
43 Khaeruddin. Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. 

(Yogyakarta : Liberty, 1992) hal. 22 
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• Terencana, suatu kegaiatn pembangunan harus direncanakan 

sebelumnya untuk dapat terhindar dari resiko yang tidak 

terduga. 

• Untuk Tujuan Pembinaan Bangsa, pembangunan tidak hanya 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saja 

melainkan juga sebagai tolak ukur pembangunan bangsa. 

• Dilakukan Secara Bertahap, pembangunan dilakukan secara 

bertahap dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat dan untuk meletakkan landasan untuk 

pembangunan tahap selanjutnya. 

• Peningkatan, Kemajuan, atau Peruabahan ke Arah yang Lebih 

Baik, pembangunan pada awalnya adalah untuk bergerak ke 

arah yang lebih baik atau maju. Meski tidak ada alat untuk 

mengukur secara pasti terkait kemajuan. 

• Berkesinambungan, pembangunan yang dilakukan akan 

dilaksanakan terus – menerus selama masyarakat masih 

mempunyai kebutuhan dan kemampuan untuk berpikir serta 

berusaha ke arah yang lebih baik. 

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan haruslah 

mencakup 3 hal berikut44: 

 
44 Ibid, hal. 79 
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a. Sustenance atau ketahanan, yakni kemampuan daerah dalam 

memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, papan, kesehatan 

dan proteksi untuk dapat bertahan hidup. 

b. Self esteem atau harga diri, yakni pembangunan yang dilakukan 

haruslah tetap menausiakan manusia. Maksudnya adalah, dalam 

pembangunan harus dapat meningkatkan kebanggaan sebagai 

manusia di wilayah tersebut. 

c.  Freedom from servitude atau adanya kebebasan bagi tiap individu 

untuk berkembang, berpikir, berprilaku dan berusaha untuk ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan.  

b. Tujuan Perencanaan Pembangunan 

Dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (4) yang 

menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional 

bertujuan untuk :45 

1 Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 

2 Menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi baik antar daerah, 

ruang, waktu, fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan 

daerah. 

3 Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 

 
45 Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 

2 ayat (4) 
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4 Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

5 Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. 

c. Prinsip – Prinsip Perencanaan Pembangunan 

Secara umum, perencanaan pembangunan mempunyai prinsip yakni 

: 

1 Kegiatan yang dilakukan harus berhubungan dengan kebutuhan 

masyarakat. 

2 Pembangunan masyarakat yang seimbang membutuhkan 

penerapan program dengan beberapa tujuan. 

3 Perubahan sikap dari masyarakat penting untuk dicapai pada 

tahap awal pelaksanaan pembangunan. 

4 Adanya pembangunan diharapkan dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat, perbaikan atau revitalisasi pemerintah 

lokal dan adanya transisi menuju pelaksanaan administrasi yang 

lebih efektif. 

5 Pelatihan kepemimpinan ditingkat lokal. 

6 Mendorong terjadinya partisipasi pada generasi muda dan 

perempuan. 

7 Adanya bantuan pemerintah baik secara intensif maupun 

ectensive pada proyek yang berasal dari warga.46  

 
46 Mukmin Muhammad. Perencanaan Pembangunan. (Makassar  CV. Dua Bersaudara, 2017) hal. 

9 
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Sedangkan dalam buku Ovalhanif Abe berpendapat bahwa prinsip 

dalam pembangunan adalah sebagaimana berikut : 

1 Program yang ada merupakan jawaban dari visi dan misi. 

2 Bagaimana untuk mencapai hal itu. 

3 Siapa yang melakukanya. 

4 Dimana lokasi aktivitasnya. 

5 Kapan akan dilakukan dan berapa lama. 

6 Sumber daya apa yang dibutuhkan.47 

d. Tahapan dalam Perencanaan Pembangunan 

Berdasarkan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur bahwa 

perencanaan pembangunan melalui 4 proses yang terdiri dari : 

1 Penyusunan Rencana 

Pada tahap penyusunan rencana terdapat 4 langkah yang terdiri 

dari (1) menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang 

bersifat teknokrafi, menyeluruh dan terukur, (2) masing-masing 

instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja 

dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan 

yang telah disipakan. (3) melibatkan masyarakat (stakeholder) 

dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan dari 

masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan yang diawali dari tingkat 

 
47 Ibid, hal. 10 
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desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota. (4) penyusunan 

rancangan akhir rencana pembangunan, langkah ini berdasarkan 

hasil musrenbang kabupaten/kota.  

2 Penetapan Rencana 

Sesuai Undang – undang ini, segala rencana pembangunan akan 

ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah. 

3 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Pengendalian dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan 

dapat tercapai, serta dilakukannya koreksi dan penyesuaian 

selama kegiatan tersebut oleh SKPD. 

4 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 

Merupakan bagian dari perencanaan pembangunan secara 

sistematis untuk mengumpulkan data dan menilai pencapaian 

sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.  

3 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan 

 

Partisipasi telah menjadi karakteristik dari pemerintahan yang 

baik atau good governance selain itu juga partisipasi sudah menjadi 

kata kunci dalam pembangunan. Perlu kiranya kita ketahui bahwa 

perkembangan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh 

pemerintah tidak lepas dari peran masyarakat, sehingga keberadaan   

masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan 
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bernegara.48 Secara umum partisipasi berarti ikut berperan dalam suatu 

kegiatan, sedangkan dalam hal pembangunan arti kata partisipasi 

merupakan keikutsertaan anggota masyarakat atau perwakilan 

masyarakat untuk ikut dalam membuat keputusan terkait perencanaan 

dan pengelolaan pembangunan, termasuk didalamnya adalah 

memutuskan tentang rencana kegiatan yang hendak dilaksanakan, 

manfaat yang didapatkan, bagaimana pelaksanaannya serta evaluasi 

dari hasil pelaksanaannya.49 

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan 

diharapkan mampu untuk membangun rasa kepemilikan yang kuat atas 

hasil pembangunan yang telah dilakukan. Gaddesian mengemukakan, 

pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahapan 

awal penyusunan rencana. Keterlibatan tersebut antara lain (1) 

pendidikan dengan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam hal 

pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam rangka pemberian 

alternatif rencana dan usulan pada pemerintah.50 

Substansi partisipasi sendiri adalah bekerjanya sebuah sistem 

pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyatnya. Dengan adanya 

 
48 Irma Purnamasari, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perenacanaan Pembangunan di 

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Tahun 2008. 

Hal. 22 
49 Ibid, hal. 22 
50 Soemarno, Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan 

Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat di 

Kecamatan Banyumanik. Tesis Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro 

Semarang tahun 2005. Hal. 26 
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partisipasi memungkinkan rakyat untuk mengorganisasikan diri, 

dengan begitu akan memudahkan masyarakat dalam menghadapi 

situasi yang sulit dan menolak atas hal yang dianggap merugikan 

mereka, partisipasi juga sebagai garansi tidak diabaikannya 

kepentingan masyarakat, selain itu dengan adanya partisipasi segala 

permasalahan dalam pembangunan dapat diselesiakn. Partisipasi 

merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan 

hingga pada tahap evaluasi program pembangunan.51 

Dalam perencanaan pembangunan disuatu wilayah, partisipasi 

menjanjikan sebuah proses yang bersifat kolaborasi, dimana 

masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama, ikut terlibat dalam 

pengambilan keputusan bersama, menciptakan ruang dimana mereka 

dapat mengeksrepsikan keinginan mereka.52 

Dalam sebuah perencanaan pembangunan partisipasi dari 

masyarakat mutlak diperlukan, sebab tanpa adanya partisipasi maka 

masyarakat hanyalah sebagai objek. Sehingga masyarakat menjadi acuh 

terhadap program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. 

Masyarakat setempatlah yang paling paham terkait keadaan 

wilayahnya, dengan bermodal pengetahuan tentang wilayahnya dan 

pengalamannya sehingga menjadi modal besar dalam melaksanakan 

 
51 Irma Purnamasari, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perenacanaan Pembangunan di 

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Tahun 2008. 

Hal. 24 
52 Lawrence, Municipalities and Community Participation a Sourcebook for Capacity Building. 

(London:VA. Earhscan, 2000) hal. 166 
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pembangunan. Artinya, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan 

apa yang dihadapi dan apa potensi yang mereka miliki. 

Salah satu forum yang ada untuk merumsukan kebijakan tentang 

perencanaan pembangunan disebuah wilayah atau daerah adalah 

Musrenbang, dimana partisipasi masyarakat mempunyai arti penting 

dalam proses pembangunan yang ada di wilayahnya. Dengan 

berpartisipasinya masyarakat dalam forum tersebut maka masyarakat 

mampu menyampaikan aspirasi dan permasalahan mereka sendiri 

sebagai bagian dari pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan hasil pembangunan. Dengan menumbuhkan kesadaran 

tentang partisipasi dalam forum musrenbang setidaknya masyarakat 

bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai 

perencana pembangunan.53 

Dengan adanya partisipasi yang baik dalam pelaksanaan 

musrenbang, maka akan tercapailah suatu pemecahan masalah sesuai 

dengan apa yang dikehendaki bersama, adanya mufakat merupakan 

sebuah bentuk kerjasama antara pihak masyarakat dengan pemerintah 

yang saling percaya, terbuka dan adanya tujuan bersama yang hendak 

dicapai sehingga dapat terbentuk sebuah sistem yang kokoh sehingga 

hasil dari musrenbang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. 

 

 
53 Rustian Kamahuddin, Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, 

(Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1992) hal. 184 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
 

 

B. Kerangka Teori 

 

 The Ladder of Participation (Tangga Partisipasi) Sherry R. Arnstein  

Sherry R. Arnstein menawarkan sebuah teori dengan nama The 

Ladder of Participation atau tangga partisipasi. Teori ini 

mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan dalam memberikan 

pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Dalam teori ini Arnstein 

membaginya kedalam tiga tingkatan partisipasi yang kemudian 

dirincikan kembali kedalam delapan anak tangga partisipasi seperti yang 

dijelaskan sebagaimana berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kedelapan anak tangga tersebut dikelompokkan kedalam 

tingga kelompok yang terdiri dari :54 

 
54 Wahyu Ishadino Satries, Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam 

Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. Jurnal Kybernan, Vol. 2 No. 2 

September 2011, hal. 98 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 
 

 

a. Tingkatan pertama disebut dengan kelompok Non Partisipasi terdiri 

dari manipulasi (Permainan oleh Pemerintah) serta tahap kedua 

yakni terapi atau perbaikan (Sekedar agar masyarakat tidak marah 

/ sosialisasi). Menurut Arnstein kedua tingkatan ini tidak termasuk 

dalam kategori partisipasi itu sendiri, dalam kategori ini masyarakat 

terlibat dalam suatu program atau kegiatan, namun dalam 

kenyataanya keikut sertaan mereka tanpa dilandasi dengan suatu 

dorongan psikologis atau mental dan konsekwensi akibat 

keikutsertaanya. Disini masyarakat hanyalah sebagai objek dari 

program atau kegiatan pemerintah. .... as a result of this knowledge, 

they are demanding genuine levels of participation to assure them 

that public programs are relevant to their needs and responsive to 

their priorities. (Sebagai hasil dari pengetahuannya, mereka 

menginginkan bahwa program publik revelan dengan apa yang 

mereka butuhkan dan menjawab apa yang menjadi prioritasnya.).55 

b. Kelompok kedua adalah tokenisme yang terdiri dari tangga ketiga 

pemberian informasi (hanya sekedar memberitau 

searah/sosialisasi)  dijelaskan bahwa proses pemberian informasi 

ini adalah Informing citizen of their rights, responsibilities and 

options can be the most important step toward legitimate citizen 

participation. However, too frequently the emphasis is placed on 

 
55 Sherry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning 

Association 1969. Hal.218 
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one way flow of information (from offial to citizens) with no channel 

provided for feedback and no power for negotiation.  ( Memberikan 

informasi kepada warga tentang hak, kemampuan dan pilihan 

merupakan tahapan yang penting untuk mendapatkan legitimasi 

dari partisipasi warga.)56 Dilanjutkan dengan tangga ke empat 

adalah konsultasi (masyarakat didengar tetapi tidak selalu dipakai 

sarannya) dan tangga kelima yakni peredaman kemarahan / 

penentraman (saran masyarakat diterima namun tidak selalu 

dilaksanakan). Yakni sebuah usaha guna menampung ide, gagasan, 

saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat. Hal tersebut 

berguna untuk meredam keresahan masyarakat. maka dari itu, 

tangga ini oleh Arnstein masuk dalam kategori tokenisme atau 

pertanda. Pada dasarnya, pemberitahuan atau penyampaian 

informasi kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi publik 

dari program dan kegiatan yang dibuat. Sedangkan konsultasi 

dilakukan adalah untuk mengundang ketertarikan masyarakat agar 

dapat memepertajam legitimasi pemerintah. Tangga kelima 

menurut Arnstein sama halnya dengan 2 tahap sebelumnya yakni 

hanya setingkat penghargaan atau hanya formalitas saja. 

c. Kelompok ketiga adalah kekuasaan masyarakat. Pada tangga ke 

enam inilah Arnstain berpendapat bahwa terjadi partisipasi atau 

kemitraan masyarakat (timbal balik dinegosiasikan). Pada tahap ini 

 
56 Ibid, hal. 219 
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masyarakat mempunyai ruang dalam suatu program pembangunan. 

Tahap selanjutnya, mulai terjadi pelimpahan wewenang dari 

pemerintah kepada masyarakat (pendelegasian kekuasaan dimana 

masyarakat diberi sebagian atau seluruh program). Terakhir, 

masyarakat dapat mengontrol terkait program-programnya 

(sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat). Pada tahap terakhir inilah 

oleh Arnstein disebut dengan partisipasi atau kekuasaan masyarakat.  

Dari uraian diatas, menjelaskan bahwasannya peran masyarakat 

cukup penting terkait partisipasinya dalam proses perencanaan 

pembangunan. Dengan partisipasi, pemerintah dapat mengetahui apa 

yang menjadi keinginan masyarakatnya, problem apa yang sedang 

terjadi dalam masyarakat sehingga pemerintah dapat segera mencari 

jalan keluar atas permasalahan tersebut. Dengan begitu, dampak dari 

kebijakan yang dibuat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Berdasarkan konsep dan teori yang telah dijelaskan maka peneliti 

membuat kerangka pikir sebagai berikut: 
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Peta Konsep Penelitian 

Dari bagan tersebut dijelaskan bahwa penelitian ini diawali dari 

penerapan teknologi dalam proses perencanaan pembangunan yang ada 

di Kota Surabaya dengan nama E-Musrenbang. E-Musrenbang 

merupakan wujud pelaksanaan E-Government dengan tujuan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses perencanaan 

pembangunan di wilayahnya. Dalam pelaksanaan E-Government salah 

satu komponen yang mendukung adalah adanya keterlibatan atau 

partisipasi dari publik. Peran keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan sangat penting karena masyarakat yang mengetahui 

bagaimana keadaannya, apa permasalahan yang dihadapi dan mereka 

yang paham potensi apa yang mereka miliki. Dengan menggunakan teori 

tangga partisipasi Sherry R. Arnstein yang mengklasifikasi partisipasi 

kedalam delapan anak tangga berdasarkan sejauh mana keterlibatan 

masyarakat dan seberapa besar masyarakat diberi ruang untuk dapat 

menyuarakan aspirasinya, serta kedudukan masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tokoh 

masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan, hingga pejabat di 

Pemerintahan baik Kelurahan maupun Bappeko Kota Surabaya diperoleh 

hasil bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Romokalisari 

berada pada kedudukan Delegated of Power atau pendelegasian 

kekuasaan, hal tersebut ditandai dengan adanya ruang yang diberikan 

oleh pemerintah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 
 

 

melalui forum – forum yang ada, adanya dialog antara pemerintah 

dengan masyarakat. Adanya pembagian hak dan kewajiban antara 

pemerintah dengan masyarakat serta adanya wewenang yang diberikan 

oleh pemerintah kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. 

Masyarakat memegang kartu penting dalam menentukan arah 

pembangunan serta program yangs sesuai dengan yang mereka butuhkan. 

Posisi masyarakat dengan pemerintah adalah sebagai mitra 

pembangunan. 

  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah hal yang harus dipahami 

ialah metode penelitian yang digunakan. Sedangkan maksud dari metode 

penelitian ialah untuk mengetahui serta memahami langkah-langkah 

sistematik yang dilakukan berkenaan dengan pencarian data yang dimuat 

dalam sebuah penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif (descriptive research) denggan menggunakan jenis penelitian 

studi kasus. Penelitian ini akan mengklarifikasi suatu fenomena atau 

kejadian sosial dengan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang akan diteliti.57 Sedangkan makna dari 

pendekatan studi kasus sendiri akan mengeksplorasi sistem yang terikat dari 

waktu ke waktu dengan melalui pengumpulan data yang mendalam.58 

Intinya, penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan menggali secara 

mendalam sebuah fenomena atau suatu kajian tertentu dalam kurun waktu 

tertentu termasuk didalamnya program yang rinci. 

Jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi 

kasus sejalan dengan penelitian ini, sebab kedua komponen tersebut 

 
57 Sanipah Faisal, 1995. Format-Format Penelitian Sosial. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),. 

hal. 20 
58 Jhon W. Creswell, 1998. Qualitative Inquary and Research Design : Choosing Among Five 

Traditions. London : SAGE Publications, hal. 61 
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menjeniskan kejadian berdasarkan sebuah fenomena. Fenomena yang 

diteliti adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

berbasis website dengan ruang lingkup di Kelurahan Romokalisari sebagai 

bagian dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan. 

  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Romokalisari Kecamatan 

Benowo Kota Surabaya. Pertimbangan pemilihan lokasi ini dikarenakan 

kelurahan ini merupakan gerbang masuk kota Surabaya dari arah 

Kabupaten Gresik atau terletak ujung barat kota Surabaya, dengan 

lokasi yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kota Surabaya 

dibutuhkan sebuah strategi atau upaya agar masyarakat mau dan ikut 

serta dalam proses penentuan arah pembangunan bagi daerahnya, 

sehingga kesenjangan dalam pembangunan tidak terjadi.  

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan atau dijadwalkan kurang lebih dalam 6 

(enam) bulan terhitung dari bulan Januari 2020 s/d Juni 2020. 
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C. Pemilihan Informan dan Objek Penelitian 

1 Informan Penelitian 

Dalam penelitian jenis kualitatif, informan merupakan peran yang 

penting. Informan merupakan orang atau pihak yang menjadi sumber 

dan dapat memberikan informasi atau data sesuai dengan permasalahan 

yang hendak diteliti.59 Dalam penelitian ini yang menjadi informan 

merupakan aktor – aktor yang terlibat dalam proses perencanaan 

pembangunan yang meliputi masyarakat itu sendiri, Kelurahan yang 

diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Romokalisari dan Kepala Trantib 

Kelurahan Romokalisari, Badan Perencanaan Pembangunan Kota 

Surabaya. Menurut peneliti subjek tersebut bisa berkontribusi dalam 

memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian 

ini. Sebab pembangunan kota merupakan tanggung jawab bersama, 

bukan hanya pemerintah kota, melainkan adanya sinergi dengan 

masyarakat dan pihak – pihak terkait lainnya, dan masyarakatlah yang 

nantinya akan merasakan hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah.  

2 Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling dimana menurut Sugiyono, 

teknik purposing sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

 
59 Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998) hal. 135 
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sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut 

dianggap yang paling tau dan menguasai tentang apa yang kita 

harapkan sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek 

penelitian atau situasi sosial yang diteliti.60 Sehingga dalam penelitian 

ini menelusuri pihak – pihak yang terlibat, mengerti dan pernah 

merasakan langsung terkait partisipasi dalam e-musrenbang yang ada 

di kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 

Dengan menggunakan metode ini, peneliti mendapatkan sejumlah 

informan yang dianggap mengetahui dan pernah terlibat dalam proses 

perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang. Adapun 

yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain: 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Informan Penelitian 

No.  Nama  Profesi  

1. Ibu. I 61 Karyawan Swasta 

2. Ibu K Ibu Rumah Tangga  

3. Ibu F Ibu Rumah Tangga  

4. Bapak H Karyawan Swasta   

5. Bapak U Tokoh Masyarakat. (Mantan 

Ketua RW I Kel. Romokalisari)   

6. Bapak. Ahmad Ali, S.Hi Kasie Trantib dan Pembangunan 

7. Bapak Drs. Sundaya Sekretaris Kelurahan 

8. Ibu Nina Anggreini, ST Staff Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Kota Surabaya 

 

 

 
60 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D (Bandung : Alvabeta, 2014) hal. 

219 
61 Nama disamarkan atas permintaan dari Masyarakat 
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3 Objek Penelitian  

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi : 

1) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis 

Website E-Musrenbang di Kelurahan Romokalisari Kecamatan 

Benowo Kota Surabaya. 

2) Dampak diberlakukannya E-Musrenbang terhadap partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan.  

 

D. Tahapan Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :62 

1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang hendak diteliti: 

Pada dasarnya tujuan dilakukannya suatu penelitian adalah 

untuk menjawab dan memecahkan permasalahan. Maka dari itu, tahap 

pertama dalam sebuah penelitian adalah menentukan suatu pokok 

permasalahan yang hendak diteliti. Hal tersebut dapat tercermin dari 

judul ataupun topik suatu penelitian. Pokok permasalahan yang diteliti 

jelas yang meliputi batasan ruang lingkup, latar belakang dan 

signifikansinya. Setelah dilakukan analisis terkait pokok permasalahan, 

perlu adanya telaah kepustakaan yang meliputi telaah terhadap hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak 

diteliti. Dari hasil studi kepustakaan tersebut akan semakin memperkaya 

 
62 Sanapiah Faisal, Format – Format Penelitian Sosial (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) 

hal. 29 
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pengetahuan, konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti, selain itu juga dapat menemukan jawaban melalui 

penelitian yang sudah dilakukan.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tema partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis website e-

musrenbang. Dimana penerapan e-musrenbang ini sudah lama 

dilakukan yang dimulai dari tahun 2009, walaupun sudah mengadopsi 

perkembangan teknologi, tetapi tidak menutup cela bagi pihak yang 

ingin mengambil keuntungan secara pribadi dan mengorbankan 

kepentingan masyarakat bersama. Selain itu, berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Departemen Perencanaan 

Wilayah dan Kota Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan ITS 

Surabaya mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan musrenbang di 

wilayah Surabaya bagian barat merupakan terendah dibandingkan 

dengan wilayah Surabaya lainnya. Kelurahan Romokalisari berada di 

Kecamatan Benowo yang masuk dalam kawasan Surabaya Barat. 

2. Penentuan Metodologi Penelitian 

Setelah melakukan pemilihan topik dan melakukan analisis 

terkait permasalahan yang diteliti, selanjutnya adalah menentukan 

metodologi yang hendak digunakan dalam penelitian, sehingga dapat 

menjawab dengan tepat dan terandalkan keashihannya. Dalam tahap ini, 

perlu kiranya untuk menentukan 1) jenis penelitian yang akan 
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digunakan, 2) metode, sumber dan alat pengumpulan data dan 3) startegi 

analisis data.  

Setelah pengkajian pokok permasalahan, selanjutnya peneliti 

menentukan metodologi penelitian dengan memilih jenis kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara dan dokumentasi dan strategi analisis data miles 

dan huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi yang menurut peneliti format tersebut relevan dengan 

fenomena yang ada dilapangan.  

3. Pengumpulan Data 

Setelah melakukan penyusunan desain dan instrumen penelitian, 

tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan sesuai 

dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data yang sudah 

dijelaskan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini peneliti 

mewawancarai informan yang menjadi sumber data penelitian dengan 

menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang telah 

disiapkan. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan 8   

informan yang terdiri dari, dua pegawai kelurahan, lima dari  

masyarakat dan satu orang dari Bappeko Surabaya yang terlibat dalam 

pelaksanaan e-musrenbang. Selain itu pengamatan juga dilakukan 

dengan mengamati langsung keadaan dan tingkah laku informan yang 

ada di lapangan. 
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4. Pengelolahan, Analisis dan Intrepretasi Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya 

adalah pengolahan data atau data processing. Dimana pengolahan data 

meliputi kegiatan berupa edditing data. Edditing data merupakan 

kegiatan pemeriksaan data yang sudah terkumpul, apakah data sudah 

terisi sempurna atau belum, sudah lengkap atau belum dan apakah cara 

pengisiannya sudah benar atau belum, apabila terdapat data yang belum 

lengkap maka data dapat disisihkan dan diperlukan untuk 

disempurnakan lagi dengan cara melakukan data ulang ke sumber data 

yang bersangkutan.  

5. Penyusunan Laporan Penelitian 

Tahap terakhir dalam penelitian adalah penyusunan laporan 

penelitian. Pada bagian ini, peneliti mengkomunikasikan tentang apa 

yang telah diteliti, bagaimana cara penelitiannya, dan hasil penelitian 

yang ditemukan. Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan dalam 

laporan tentang (1) masalah yang diteliti, (2) metodologi yang 

digunakan, dan (3) hasil dari penelitian yang ditemukan.  

Proses penyusunan laporan dilakukan oleh peneliti selama 6 

(enam) bulan dengan melakukan pengamatan dilapangan. Dalam 

laporan penelitian ini peneliti pengkaitkan dan menyatukan masalah 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguan berbasis 

website e-musrenbang dengan metode yang telah dijelaskan dan hasil 

temuan dilapangan.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data akan berdampak pada hasil dari 

penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai 

dengan settingnya.63 Jika disesuaikan dengan sumbernya, maka dalam 

penelitian ini menggunakan sumber primer yang didapatkan langsung dari 

informan. Teknik dalam penelitian ini dijelaskan sebagaimana berikut : 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan 

terkait suatu kondisi, keadaan maupun situasi yang sedang berkembang 

di lapangan. Yang menjadi sasaran observasi adalah aktor, tempat 

kejadian, waktu dan peristiwa. Guna menghimpun data dengan 

menggunakan observasi maka peneliti mencoba untuk mengamati 

perilaku dan proses kerja serta fenomena yang terjadi di lapangan.64 

Dalam suatu penelitian peneliti terlibat dalam kegiatan aktor yang 

sedang diamati, atau sebagai sumber penelitian.65  

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan berbasis website e-murenbang yang ada di kelurahan 

Romokalisari, dan bagaimana dampak diberlakukannya e-musrenbang 

terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, 

berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan partisipasi masyarakat 

 
63 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R & D (Bandung : Alvabeta, 2014) hal. 137. 
64 Ibid, hal 138 
65 Ibid, hal. 64 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 
 

 

dalam perencanaan sudah cukup baik untuk daerah yang terletak berada 

di wilayah perbatasan dengan daerah lain. Masyarakat bersedia untuk 

menyuarakan kebutuhan mereka dalam forum musrenbang baik tingkat 

RT / RW maupun tingkatan selanjutnya. Hanya saja dalam hal 

mengawalan usulan mereka hanya memasrakan kepada Ketua RW 

padahal mereka dapat melakukannya sendiri dirumah dengan 

memanfaatkan jaringan wifi gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses untuk menggali informasi terkait 

permasalahan yang akan diteliti kepada informan, dengan menggunakan 

metode face to face untuk bisa mendengarkan, mengamati dan 

memahami keterangan yang diberikan oleh pihak yang menjadi subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai masyarakat, 

pegawai Kelurahan Romokalisari dan Staff Badan Perencanaan 

Pembangunan Kota Surabaya untuk memperoleh informasi terkait 

partisipasi masyarakat dan pelaksanaan e-musrenbang yang ada di 

Kelurahan Romokalisari serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya 

e-musrenbang dalam bagian dari perencanaan pembangunan yang ada 

di Kota Surabaya. Demi mendukung wawancara peneliti menggunakan 

alat bantu voice recorder untuk merekam hasil wawancara. Sedangkan 

informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan orang yang 

mempunyai informasi yang mendalam terkait dengan pelaksanaan e-



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 
 

 

musrenbang dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan berdasarkan dengan beberapa pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya sebagai pedoman wawancara (interview guide). 

Untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara peneliti menggunakan 

kamera untuk mendokumentasikan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi erat kaitannya dengan dokumen atau data yang 

diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian yang akan dicari 

dalam dokumen maupun dari bahan pustaka.66 Dari hal tersebut data 

dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini, seperti Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Surabaya, 

Peraturan Walikota Surabaya No. 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Penjabaran, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2016 – 2021.    

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Untuk menganalisis data dalam penelitian menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari : 

 

 

 
66 Rianto Adi, 2014. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta; Granit). Hal.  61 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data menurut Miles dan Huberman yakni sesuatu yang 

fokus pada hal yang penting dengan mencari tema dan polanya. Dalam 

penelitian kualitatif tujuan yang akan dicapai adalah temuan. Oleh sebab 

itu jika dalam sebuah penelitian ditemukan sesuatu yang asing atau 

sesuatu yang tidak dikenal maka inilah yang seharusnya dijadikan 

perhatian dalam melakukan reduksi data.67 

Reduksi data yang ada dalam penelitian ini akan menganalisis 

fokus temuan yang ada dilapangan. Peneliti memilah dan mengkaji 

temuan yang ada dilapangan terkait partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang dan 

bagaimana dampak penggunaan e-musrenbang terhadap partisipasi 

masyarakat. 

2. Penyajian Data 

 

Yang disebut dengan penyajian data yakni sekumpulan informasi 

yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan 

simpulan dan berujung pada pengambilan tindakan. Dengan 

mencermati penyajian data maka dengan mudah dapat dipahami dan 

apa yang harus dilakukan. Maksudnya adalah mencoba untuk 

mengambil tindakan dengan memperdalam hasil temuan tersebut. Hal 

tersebut akan memudahkan peneliti melihat gambaran dan bagian 

 
67 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta : Granit, 2014) hal. 61 
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tertentu dari data penelitian sehingga dapat ditarik sebuah simpulan.68 

Dengan adanya penyajian data maka hasil penelitian dapat dinilai lebih 

akurat dalam menganalisa hasil temuan yang ada di lapangan.  

Agar hasil dalam penelitian ini konsisten dengan temuan yang ada 

di lapangan, maka dalam penyajian data yang meliputi : gambaran 

umum lokasi penelitian, profil instansi Kelurahan Romokalisari dan 

Badan Perencanaan dan Pembangunna Kota Surabaya, partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan dampak 

pelaksanaan e-musrenbang terhadap partisipasi masyarakat. 

3. Conclusion Drawing / Verification  

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada 

bagian awal merupakan kesimpulan yang bersifat sementara artinya, 

simpulan dapat berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila 

kesimpulan diawal sudah didukung oleh data yang valid dan konsisten 

maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang bersifat 

kredibel.69 

 

 

 

 

 
68 Ibid, hal. 90 
69 Ibid, hal. 252 
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G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan artinya melakukan penelitian secara 

lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara membaca refrensi 

yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, penelitian terdahulu atau 

dokumen lain yang relevan dengan penelitian. 

Dalam hal peningkatan ketekunan dalam penelitian ini, peneliti 

mencoba lebih dalam lagi menggali informasi kepada narasumber, 

menambah dan memperdalam sumber refrensi dan literatur yang 

berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan, selain itu peneliti juga menguraikan kesesuaian 

dokumen pendukung dengan realita yang ada di lapangan. 

2. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono yakni 

sebagai upaya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan watu.70 Pada teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan 

sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan dan sumber yang ada, seperti hasil wawancara dengan 

masyarakat, pegawai Kelurahan Romokalisari dan Staff Bappeko 

Surabaya. Dengan menggunakan triangulasi data, maka sebenarnya 

 
70 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D. (Bandung : Alvabeta, 2014) hal. 273 
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peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data 

dengan berbagai teknik dan sumber data.71 

Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber maka peneliti 

mengecek data yang didapat melalui beberapa sumber. Selanjutnya 

dengan menggunakan triangulasi teknik yakni dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda, sedangkan 

dalam triangulasi waktu peneliti menguji kredibilitas data dari hasil 

penelitian berdasarkan selang waktu seperti pra penelitian hingga 

proses penulisan laporan penelitian72 

H. Sistematika Pembahasan 

Yang penelitian ini terbagi kedalam 5 bab yang sebagai rancangan 

berpikir dan mempermudah dalam memeparkan hasil penelitian. Adapun 

rancangan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang permasalahan, termasuk juga ada didalamnya tentang rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistemtika pembahasan. 

BAB II : Pada bab ini berisikan kajian teoristik yang terdiri dari definisi 

konseptual, penelitian terdahulu, kajian pustaka, kerangka teori yang 

hendak digunakan dalam penelitian ini. 

 
71 Ibid, hal. 241 
72 Ibid, hal 274 
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BAB III : Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian, menguraikan 

jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, pemilihan subjek 

penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data dan 

teknis pemeriksaan keabsahan data. 

BAB IV : Pada bab ini berisikan penyajian dan analisis data, dengan 

menguraikan tentang hasil yemuan dan pembahasan dari data yang 

diperoleh pada saat penelitian. 

BAB V : Merupakan bab terakhir yang ada dalam penelitian ini yang 

berisikan simpulan, dan saran untuk kedepannya. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALSIIS DATA TEMUAN 

 

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis 

Website E-Musrenbang. 

A. Setting Lokasi Penelitian  

Kelurahan Romokalisari berada di Kecamatan Benowo Kota Surabaya 

yang termasuk dalam 154 Kelurahan yang ada diwilayah Kota Surabaya. 

Kelurahan Romokalisari termasuk kedalam kawasan Surabaya Barat. 

Adapun batas – batas Kelurahan Romokalisari terdiri dari : 

Tabel 4.1 

Tabel Batas Wilayah Kelurahan Romokalisari 

Kecamatan Benowo 

 

Sebelah Utara  Selat Madura 

Sebelah Timur Tambak Osowilangun 

Sebelah Selatan Sememi / Kandangan 

Sebelah Barat  Kabupaten Gresik 

 

Kelurahan Romokalisari mempunyai luas 7.58 km2 dengan ketinggian 

2 meter diatas permukaan air laut. Kelurahan ini berjarak 12 km dari 

Kecamatan Benowo, dan merupakan Kelurahan terjauh yang ada di 

Kecamatan Benowo.73 Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Selat 

Madura disebelah utara, dengan Kelurahan Tambak Osowilangun disebelah 

timur, Kelurahan Sememi / Kandangan disebelah Selatan dan disebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Kelurahan ini merupakan salah 

 
73 Kecamatan Benowo dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. hal. 2 
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satu Kelurahan yang mempunyai jarak cukup jauh dengan pusat 

Pemerintahan Kota Surabaya. 

Tabel 4.2 

Tabel Jumlah Penduduk Kelurahan Romokalisari 

Tahun 202074 

 

Kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 
Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 
Laki - 

Laki  

Perempuan  

Romokalisari  7.58 1.496 1.397 2.893 

Jumlah   1.496 1.397 2.893 

 

Berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surabaya, penduduk Kelurahan Romokalisari mencapai 2.893 jiwa. 

Yang terdiri dari 1.496 jiwa berjenis kelamin laki – laki, dan 1.397 jiwa 

adalah berjenis kelamin perempuan.  

Tabel 4.3 

Struktur Pendidikan 

Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo 

Berdasarkan Hasil Registrasi Tahun 201875 

 
Tidak / 

Belum 

Sekolah 

Tidak 

Tamat SD / 

Sederajat 

Tamat 

SD / 

Sederajat 

SLTP / 

Sederajat 

SLTA / 

Sederajat 

DI / 

D II 

D 

III 

S1 Pasca 

Sarjana 

514 267 545 385 819 15 16 80 3 

Jumlah 2.644 

 

Berdasarkan hasil dari laporan disdukcapil yang termuat dalam Badan 

Statistik Kota Surabaya Kecamatan Benowo dalam Angka Tahun 2019 dari 

total jumlah penduduk 2.644 jiwa 819 jiwa diantaranya merupakan lulusan 

 
74 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dwh.dispendukcapil.surabaya.go.id 
75 Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Kecamatan Benowo dalam Angka Tahun 2019  
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SLTA / sederajat, 385 jiwa merupakan lulusan SLTP dan 545 jiwa 

merupakan lulusan SD / sederajat. Untuk penduduk dengan pendidikan 

tingkat lanjut DI - DII sebanyak 15 jiwa, DIII sebanyak 16, tingkat Strata 1 

sebanyak 80 jiwa dan pasca sarjana sebanyak 3 jiwa. Walaupun 2.130 jiwa 

penduduk pernah mengenyam bangku pendidikan, namun masih ada 

penduduk yang tercatat tidak mempunyai ijazah pendidikan, 267 

diantaranya tidak tamat SD / sederajat dan 514 tidak / belum bersekolah.  

Tabel 4.4 

Presentase Jenis Profesi76 

Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo 

Kota Surabaya 

 

No. Jenis Profesi Presentase 

1. IRT 0.5 k   

2. PNS 0.03 k 

3. TNI - 

4. Polri 0.02 k  

5. Nelayan  0.01 k 

6. Karyawan  0.85 k 

7. Dosen - 

8. Guru  0.04 k 

9. Petani  0.02 k 

10. Wiraswasta  0.15 k 

11.  Dokter  - 

12. Lain – lain  0.05 k 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. 

dwh.dispendukcapil.surabaya.go.id  

 

Berdasarkan data tentang profesi masyarakat yang ada di Kelurahan 

Romokalisari bisa dikatakan beraneka ragam. Akan tetapi mayoritas 

penduduknya berprofesi sebagai karyawan yakni 0.85 K. Profesi lain yakni 

 
76 dwh.dispendukcapil.surabaya.go.id diakses pada 4 Mei 2020 pukul 13.43 
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wiraswasta dengan 0.15K, IRT sebanyak 0.5K, Guru 0.04K, PNS 0.03K, 

Polri 0.02K, Petani 0.02K dan Lain – lain 0.05K.  

Tabel 4.5 

Tabel Struktur Pemeluk Agama 

Kelurahan Romokalisari77 

 

Struktur Agama  
Islam Katolik Kristen Hindu Budha Konghucu Kepercayaan 

2.875 7 9 0 0 2 0 

Jumlah 2.893 

 

Berasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surabaya,  mayoritas penduduk Kelurahan Romokalisari adalah pemeluk 

agama islam dengan jumlah 2.875 jiwa atau 99.38% dari total penduduknya. 

Diikuti dengan pemeluk agama kristen yakni 9 jiwa, pemeluk katolik 7 jiwa 

dan konghucu 2 jiwa. 99.38% penduduk Kelurahan Romokalisari adalah 

pemeluk Agama Islam. Dalam Agama Islam perihal musyawarah 

sebagaimana yang diatur dalam Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya : 

“Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena 

itulah maafkan mereka. Mohonkan ampun bagi mereka dan 

bermusyawarahlah dengan mereka terkait urusan itu. Apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka bertawakal-lah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepada-

Nya”78 

Dari terjemahan ayat dari Surah Ali Imran diatas terdapat beberapa 

kandungan yang dapat dipetik terkait dengan musyawarah yakni : 

 
77 dwh.dispendukcapil.surabaya.go.id diakses pada 4 Mei 2020 pukul 13.45 
78 Q.S Ali Imrah : 3 Ayat 159 
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1. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, maka haruslah dihadapi 

dengan hati yang lemah lembut dan mendahulukan yang namanya 

musyawarah untuk mufakat, tidak dengan hati yang kasar dan 

perbuatan kekerasan. 

2. Dalam menyelesaikan permasalahan, mengutamakan musyawarah 

untuk mufakat. 

3. Jika kesepakatan telah tercapau, maka semua pihak yang terlibat harus 

menerima dan bertawakkal / berserah diri pada Allah SWT. 

Dari penjelasan tersebut mengandung makna pentingnya musyawarah 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Termasuk dalam hal 

perencanaan pembangunan sehingga nantinya lahirlah program – program 

yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama demi kebaikan bersama 

dimasa yang akan datang. 

B. Profil Organisasi 

1. Kelurahan Romokalisari79 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Ibu Diah Anggraini, pesan e-mail kepada penulis, 4 Mei 2020 
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Tabel 4.6 

Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Kelurahan Romokalisari80  

 

Visi  Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo 

Profesional, Peduli, Tertib dan Nyaman 

Misi  1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

Aparatur dan Masyarakat. 

2. Menciptakan Peningkatan Kualitas Layanan Publik 

Secara Transparan. 

3. Mendorong Peningkatan Peran / Serta Partisipasi 

Aktif Masyarakat dalam Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Romokalisari 

Kecamatan Benowo. 

4. Mewujudkan Lingkungan yang Bersih, Sehat dan 

Nyaman. 

Tugas 

dan 

Fungsi 

1. Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan 

2. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat 

3. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat 

4. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum 

5. Memelihara Sarana dan Prasarana serta Fasilitas 

Pelayanan Umum 

6. Melaksanakan Tugas Lain yang Sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.  

7. Melaksanakan Tugas Lain  

 

2. BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya 

Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)  

merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang 

bertugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Bappeko merupakan 

lembaga yang menyusun tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan 

pihak – pihak pemangku kepentingan guna untuk memanfaatkan dan 

 
80 Peraturan Walikota No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, pasal 17 poin A-G  
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mengalokasikan sumber daya yang tersedia dalam rangka meningkatan 

kesejahteraan. Bappeko adalah unsur penunjang dalam bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dikepalai oleh 

seorang Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Bappeko Surabaya81 

 

Visi  Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Handal 

dan Berkualitas. 

Misi  Meningkatkan Mutu Perencanaan Pembangunan yang 

Integratif dan Implementatif Berbasis Teknologi 

Informasi. 

Tujuan  1. Meningkatkan Integrasi Perencanaan antara 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW 

dengan Rencana Rinci dan Sektoral. 

 
81 Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Bab III Bagian Kesatu 

Pasal 4  
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2. Meningkatkan Perencanaan yang Implementatif 

dalam Mewujudkan Tata Kelola Administrasi 

Pemerintahan yang Baik. 

Fungsi  1. Penyusunan Kebijakan Teknis Sesuai dengan 

Lingkup Tugasnya. 

2. Pelaksanaan Dukungan Teknis Sesuai dengan 

Lingkup Tugasnya. 

3. Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

Terhadap Pelaksanaan Dukungan Teknis 

Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf  B Sesuai 

dengan Lingkup Tugasnya. 

4. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi 

Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan. 

5. Penysuunan Kebijakan Teknis Sesuai dengan 

Lingkup Tugasnya. 

 

C. Penyajian Data 

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan 

Berbasis Website e-Musrenbang di Kelurahan Romokalisari 

Kecamatan Benowo 

Beberapa wewenang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah, salah satunya adalah pemanfaatan sumber 

daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. 

Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. 

Merujuk pada Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang melembagakan Musrenbang 
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disemua tingkatan pemerintahan untuk membuat perencanaan 

pembangunan berjangka.82  

Pembangunan dengan melibatkan masyarakat melambangkan 

usaha untuk mengembangkan potensi dalam mempersiapkan 

pembangunan yang berhubungan dengan kapasitas sumber daya lokal 

berdasarkan amatan musyawarah, yakni kemajuan harapan berupa 

keinginan dan kebutuhan masyarakat, adanya dukungan dan peran 

serya masyarakat dan kemajuan dimana adanya rasa memiliki pada 

masyarakat terhadap program yang telah disusun.83 Untuk memperoleh 

legitimasi dari masyarakat terdapat dua cara yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah (1) harus mampu menyerap aspirasi yang disampaikan oleh 

masyarakat dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat, (2) melibatkan 

kemampuan dan motivasi masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan sesuai dengan ketersediaan sumber daya lokal.84  

Pembangunan akan berhasil apabila peran masyarakat dan 

pemerintah jelas. Dengan adanya kemajuan teknologi dalam 

pemerintahan maka peran pemerintah semakin berkurang, dengan 

hadirnya teknologi yang dapat diakses secara cepat dan tepat oleh 

masyarakat terkait hasil pembangunan.85 

 
82 Wahyu Ishadino Satries, Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam 

Penyusunan APBD Melalui Musrenbang Tahun 2010. Jurnal Keybernan, Vol. 2 No. 2 September 

2011, hal. 91 
83 Mukmin Muhammad. Perencanaan Pembangunan. (Makassar  CV. Dua Bersaudara, 2017) hal. 

15 
84 Ibid, hal. 16 
85 Ibid hal. 16 
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Guna mendukung perencanaan pembangunan yang efisien, 

transparan dan efektif, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan 

teknologi informasi berupa sistem yang saling terintegrasi yang dimulai 

dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi hasil pembangunan yang 

diberi nama e-planning.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Tampilan website e-planning 

 

e-Planning adalah sistem informasi yang terdiri dari beberapa 

sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses 

perencanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi 

pembangunan dan pengelolaan kota.86 

 

Salah satu sistem yang mendukung pelaksanaan perencanaan 

pembangunan adalah adanya e-Musrenbang sebagai sarana untuk 

menjaring partisipasi dari masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan. Proses perencanaan pembangunan dengan 

menggunakan pendekatan partisipatif perlu didekatkan dengan 

 
86 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran 

Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2016 – 2021 Pasal 1 
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beberapa cara antara lain (1) pegendalian potensi yang dimiliki oleh 

masyarakat setempat, (2) penggunaan teknologi tepat guna yang 

meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran, (3) pembinaan 

organisasi atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan teknologi 

tept guna untuk mencapai tujuan pembangunan (4) pembinaan 

organisasi yang dilakukan oleh individu dengan lembaga lain yang 

lebih tinggi.87 Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan 

Walikota Surabaya No. 32 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa : 

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Surabaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didukung dengan sistem 

informasi e-Musrenbang yang dapat diakses oleh masyarakat.88 

 

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan yang ada di Kelurahan Romokalisari diawali dengan 

dilakukannya rembuk warga di tingkat RT guna menjaring aspirasi dan 

partisipasi dari masyarakat. Tujuannya adalah agar usulan yang ada 

nantinya merupakan usulan yang benar – benar dari masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 

saat ini.89  

 
87 Muh. Firyal Akbar, Srhandaani Suprapto, Surati. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan 

Pembangunan Di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Jurnal Ilmu Administrasi ISSN : 2301 – 

573X E-ISSN 2581-2084 Vol. 6 No. 2 Tahun 2018 hal 136 
88 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran 

Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2016 – 2021 Pasal 7 ayat (3) 
89 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 

2020 pukul 16.45 WIB) 
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Pada dasarnya partisipasi masyarakat lebih menakankan pada 

keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat untuk melibatkan dirinya 

dalam kegiatan yang diselenggarakan guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dengan partisipasi telah mengubah konsep partisipasi 

kepada sebuah kepedulian dengan keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan dan penentuan kebijakan yang dapat mempengaruhi 

kehidupannya.90  

Dalam pelaksanaan musyawarah yang dilakukan ditingkat RT 

memang tidak semua masyarakat dilibatkan, hanya perwakilan 

masyarakat yang dilibatkan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu K – masyarakat setempat yang menyatakan bahwa : 

Kalau musyawarah kayak gitu memang tidak semua diundang, 

hanya perwakilan saja yang diundang. Kalau kayak saya gini kan 

masyarakat biasa ya nggak ikut – ikut.. (Ibu K – masyarakat Kel. 

Romokalisari)91 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak U yang merupakan 

mantan Ketua RW dan juga tokoh masyarakat setempat yang 

menyatakan bahwa : 

Yang hadir memang perwakilan masyarakat, seperti contoh 

kalau dari anak muda ya diwakili karang taruna, dari ibu – ibu 

ya diwakili PKK gitu, suara mereka itulah yang mewakili 

masyarakat. walaupun ada juga RT yang melibatkan seluruh 

 
90 Afifah Dwi Astuti. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa Melalui 

Usaha Mikro Pengelolahan Susu Kambing Etawa di Tlogoguwo, Kaligesing, Purworejo Jawa 

Tengah. Skripsi Mahasiswa Program Stdui Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 

Unisersitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013 hal 22. 
91 Ibu K – Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 2020 

pukul 16.10 WIB) 
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warganya buat ikut musyawarah. (Bapak U – Tokoh Masyarakat 

Kel. Romokalisari)92 

 

Hal tersebut dibenarkan juga oleh Ibu R yang merupakan anggota 

PKK di Kelurahan Romokalisari yang menyatakan bahwa : 

Iya yang ikut perwakilan dari elemen masyarakat memang. Tapi 

kita berdasarkan apa yang diingikan seluruh masyarakat. Tapi 

kalau dari saya sendiri sering ngasih usulan sih mas, ya sesuai 

apa yang dibutuhkan ke Ketua RT trus nanti sama Pak RT nya 

disampaikan ke forum rembuk itu. Kemarin itu dari ibu – ibu PKK 

dikumpulkan terus ya ditanyain gitu apa kebutuhan dan 

permasalahan apa yang sedang dihadapin tapi cuman 

perwakilan aja sih mas ngga emua dikumpulin karena memang 

gaboleh kumpul – kumpul dulu kan keadaan masih gini.   (Ibu D 

– Anggota PKK Kel. Romokalisari)93 

 

Dalam forum rembug warga tersebut warga akan membahas 

tentang permasalahan – permasalahan yang sedang mereka hadapi saat 

ini.94 Dalam menentukan usulan prioritas digunakanlah skala prioritas 

untuk mengukur tingkat urgensi dari usulan tersebut. Apabila 

permasalahan atau kebutuhan tersebut dapat diselesaikan secara 

swadaya, maka akan diselesaikan sendiri oleh masyarakat, tetapi 

apabila kebutuhan atau permasalahan tersebut membutuhkan bantuan 

pemerintah maka akan diusulkan untuk menjadi pertimbangan dalam 

forum musrenbang yang lebih tinggi.95   

 
92 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 

Juni 2020 pukul 16.45 WIB)  
93 Ibu R – Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada Kamis, 13 Agustus 2020 

pukul 12.34 WIB)  
94 Ibu R – Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada Kamis, 13 Agustus 2020 

pukul 12.34 WIB)  
95 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 

Juni 2020 pukul 16.45 WIB)  
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Dengan konsep “musyawarah” menandakan bahwa forum 

tersebut bersifat partisipastif dan dialogis. Istilah musyawarah 

merupakan sebuah forum untuk merembukkan sesuatu sehingga 

berakhir dengan adanya kesepakatan atau keputusan bersama.96 

Musyawarah merupakan sebuah pendekatan kultural khas Indonesia 

yang dapat digunakan dalam proses melakukan eksplorasi kebutuhan 

dan mengidentifikasi permasalahan. Selain itu, musyawarah juga 

sebagai bentuk sarana untuk meningkatkan partisipasi dan 

menimbulkan rasa memiliki terhadap suatu keputusan yang dibuat 

bersama. Musyawarah juga digunakan untuk menganalisis kebutuhan, 

bukan hanya sekedar keinginan yang hanya bersifat sementara.97 

Dalam proses perencanaan pembangunan peran aktif masyarakat 

dalam menyumbangkan ide – ide, gagasan atau mengajukan usul dan 

meberikan saran sangat diperlukan, kesempatan itu terbuka lebar bagi 

masyarakat. Mereka dapat menyampaikan usulan program untuk 

selanjutnya dibahas bersama dalam forum msuyawarah sehingga terjadi 

dialog antar masyarakat dan lahirlah kata sepakat atau keputusan 

bersama.98 Dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan 

haruslah dimulai dari akar rumput yakni masyarakat sebagai pihak yang 

harus menyampaikan usulannya dan menentukan alternatif pemecahan 

permasalahan pembangunan yang dihadapi. Termasuk juga didalamnya 

 
96 Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif, ( Yogyakarta : Kanisius, 1995) hal. 73  
97 Sadu Wasistiono, Prospek Pengembangan Desa, ( Bandung : Fokusmedia, 2007) hal. 151  
98 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 

2020 pukul 16.45 WIB)  
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organisasi kemasyarakat untuk lebih mengekspresikan gagasan, 

pendapat dan aspirasi anggotanya sehingga tujuan pembangunan 

pemerintah akan lebih efektif.99  

Pada musyawarah selanjutnya, usulan yang telah diunggah oleh 

masing – masing Ketua RW di website e-musrenbang nantinya akan 

dibahas bersama dalam forum musrenbang tingkat Kelurahan sesuai 

dengan petunjuk dan pagu yang diberikan dari Kecamatan. Pada tahap 

ini masyarakat akan diwakilkan oleh Ketua RT / RW untuk 

bermusyawarah terkait usulan apa yang menjadi prioritas untuk dibawa 

pada level selanjutnya. Apabila setelah dilakukan musyawarah terdapat 

usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka akan 

dikembalikan kepada forum musyawarah untuk diubah, pengubahan 

program harus diketahui oleh perwakilan masyarakat. Masyarakat 

dapat tetap berpartisipasi dengan ikut mengawasi dan memantau usulan 

mereka melalui website e-musrenbang. Di beberapa Kelurahan mereka 

akan mencetak hasil musrenbang untuk ditempel sehingga masyarakat 

yang tidak dapat mengoperasikan smartphone dapat mengetahui 

program prioritas yang ada di Kelurahannya. 100 

Jadi dalam forum musrenbang yang ada di Kelurahan, semua 

diserahkan ke perwakilan masyarakat, jadi kalo ada yang ga 

sesuai nanti usulan cadangan mana yang dipakai, nanti 

disepakati pakai usulan yang mana? Kelurahan hanya ngasih 

 
99 A. M. Dirga Firgiawan, Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(MUSRENBANG) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi 

Komunikasi Pembangunan). Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fak. Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2018. Hal. 50  
100 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 

Juni 2020 pukul 16.45 WIB)  
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fasilitas aja sih, tempatnya, trus didampingi sama LPMKnya. 

(Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari) .101 

 

Selanjutnya usulan – usulan tersebut akan dibahas pada tingkat 

kecamatan, Forum OPD hingga nantinya akan dibahas dalam 

Musrenbang Kota Surabaya yang juga melibatkan perwakilan dari 

masyarakat. Peran masyarakat dalam mengawasi dan memantau usulan 

sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan usulan – 

usulan yang menguntungkan pihak tertentu. Pada musyawarah tingkat 

kecamatan usulan tersebut akan diverifikasi untuk selanjutnya akan 

dibahas pada forum OPD dan Musrenbang Kota Surabaya, dan hasilnya 

dapat diakses pada laman e-Musrenbang. Usulan program yang telah 

disetujui selanjutnya akan dijadikan program pemerintah untuk satu 

tahun kedepan. Dan pelaksanaannya akan dikembalikan kepada 

masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak U : 

Jadi program yang sudah disetujui itu kadang nggak langsung 

dilaksanakan tahun ini, tapi beda lagi kalo program tersebut 

memang urgent harus dikerjakan saat ini juga. Pemerintah tidak 

memberi uang tunai melainkan sudah berbentuk barang, misal 

mau perbaikan jalan ya yang dateng nanti kebutuhan buat itu 

kayak pasir, batu bata, kalo tukangnya gaada ya kita swadaya 

cari tukang atau kalo enggak ya kerja bhakti. (Bapak U – Tokoh  

Masyarakat Kelurahan Romokalisari)102 

Dalam penjalankan program, pemerintah menyerahkan 

sepenuhya pelaksanaan kepada masyarakat, partisipasi masih tetap 

diperlukan pada tahap pelaksanaan untuk menyukseskan program 

 
101 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 

Juni 2020 pukul 16.45 WIB) 
102 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 

Juni 2020 pukul 16.45 WIB)  
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pembangunan yang telah disetujui bersama. Dengan begitu dampak 

dari pembangunan akan langsung dirasakan oleh warga dan akan timbul 

rasa kepemilikan terhadap program tersebut. 

Kalau pelaksanaan ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 

mereka mau membantu menyukseskan program, kerja bhakti 

ataupun program – program pelatihan, bukan hanya yang 

disupport pemerintah ya, ada juga yang kita kerjasama sama 

perusahaan disini itu juga mereka antusias ikut, trus pelatihan 

– pelatihan lainnya juga. Jadi ya gotong royongnya itu ada gitu, 

dapet. (Bapak U – Tokoh  Masyarakat Kelurahan 

Romokalisari)103 

Setelah program tersebut berjalan, masyarakat dapat tetap 

berpartisipasi dalam mengisi pembangunan yang ada didaerahnya. 

Pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan jalan, 

gedung, saluran air saja melainkan juga terdapat pembangunan yang 

lebih penting yakni membangun sumber daya manusianya untuk lebih 

produktif dan berdaya saing.    

Hadirnya e-Musrenbang dalam perencanaan pembangunan di 

Kota Surabaya adalah untuk menjawab keinginan dan kebutuhan dari 

warga Surabaya. Sebab program – program yang ada saat ini 

merupakan hasil dari usulan mereka pada saat musyawarah yang 

dilakukan dari tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan hingga pada 

tahap Kota Madya dan disahkan menjadi RKPD Pemkot Surabaya.104 

Selain itu dengan adanya e-Musrenbang memberikan transparansi 

 
103 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 

Juni 2020 pukul 16.45 WIB)  
104 Ibu Nina Anggreini – Staff Bappeko Surabaya (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 

2020 pukul 10.20 WIB)  
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terkait dengan usulan – usulan yang akhirnya akan dijadikan sebuah 

program pembangunan pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat dapat 

mengetahui program pembangunan apa saja yang akan dilakukan oleh 

pemerintah selama satu tahun kedepan diwilayahnya.   

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan daerah, maka akan menimbulkan (1) timbulnya harga 

diri dan kemampuan pribadi untuk ikut serta dalam pembuatan 

keputusan yang menyangkut kebutuhan masyarakat; (2) terciptanya 

sebuah circle umpan balik tentang sikap, aspirasi dan kebutuhan serta 

kondisi daerah akan terungkap; (3) dengan partisipasi merupakan 

sebuah cara yang efektif untuk membangun masyarakat dalam 

mengelolah program pembangunan di daerahnya untuk memenuhi 

kebutuhannya; (4) dan yang terpenting dengan adanya partisipasi 

merupakan cermin pelaksanaan dari hak – hak demokratis seseorang 

untuk dilibatkan dalam pembangunan.105  

Substansi dari partisipasi sendiri adalah bekerjanya sistem 

pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya 

persetujuan dari masyarakat atau rakyatnya, sedangkan arah dasar yang 

ingin dikembangkan yakni proses pemberdayaan masyarakat yang 

meliputi (1) masyarakat akan secara mandiri untuk mengorganisasi diri 

sehingga akan memudahkan mereka dalam menghadapi situasi yang 

 
105 Tjokrowinoto, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Jakarta : CV. Cipnuy, 

1993) hal. 48  
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sulit dan mampu untuk menolak hal – hal yang merugikan bagi diri 

mereka; (2) adanya partisipasi merupakan sebuah garansi tidak 

diabaikannya kepentingan masyarakat; (3) persoalan dalam hal 

pembangunan dapat diatasi dengan adanya partisipasi dari 

masyarakat.106  

Namun dalam hal pengawasan terhadap usulan yang telah 

diberikan masyarakat lebih memilih untuk mempercayakannya kepada 

ketua RT maupun ketua RW untuk melakukan pengawasan daripada 

harus mengakses sendiri melalui website e-Musrenbang, padahal 

Pemerintah Kota telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat 

untuk melakukan pengawasan usulan.  

 

2. Kurang Sadarnya Masyarakat Terhadap Kegunaan Website E-

Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan 

Penerapan E-Musrenbang di Kota Surabaya sudah memasuki 1 

dekade terhitung sejak diberlakukan pada tahun 2009 selama itu pula 

E-Musrenbang membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam 

memberikan pelayanan bagi warganya terkait dengan perencanaan 

pembangunan. Meskipun partisipasi masyarakat di Kelurahan 

Romokalisari terbilang cukup baik ditandai dengan adanya kemauan 

untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka kepada 

 
106 Irma Purnamasari, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di 

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 

Semarang Program Studi Magister Ilmu Administrasi tahun 2008, hal.45 
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tokoh masyarakat setempat seperti Ketua RT, RW ataupun organisasi 

kemasyarakatan seperti PKK, namun dalam hal kontroling masih 

kurang. Hal tersebut disebabkan masih adanya warga yang belum 

mengetahui kegunaan dan fungsi dari E-Musrenbang sebagai bentuk 

pemberian informasi publik terkait perencanaan pembangunan. Seperti 

yang disampaikan oleh Ibu I yang mengatakan bahwa : 

Kalau musyawarahnya iya mas saya tau, itu perwakilan 

diundang dirumah siapa gitu terus mereka rapat. Kalo e-

Musrenbang saya belum tau sih itu kayak gimana soalnya saya 

nggak tiap hari disini. Saya memang warga sini KTP sini tapi 

sekolah, kerja di Jogja jadi nggak seberapa tau perkembangan 

Surabaya seperti apa. (Ibu I – Masyarakat Kelurahan 

Romokalisari)107 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak H, Ibu K dan Ibu F 

yang menyatakan bahwa : 

e-Musrenbang? belum pernah dengar saya mas. Kalo rapat gitu 

kan cuman orang penting – penting aja yang diajak, kalo 

masyarakat biasa gini ya nggak ikut. Kita ngikut aja. (Bapak H 

– Masyarakat Kelurahan Romokalisari)108 

 

...kalau e-musrenbang terus terang saya nggak tau mas itu apa. 

(Ibu K – Masyarakat Kel. Romokalisari)109 

 

...iya mas saya gatau ya apa itu e-musrenbang, ngikut aja wes 

sama mereka kalo saya cuman warga biasa disini gatau apa – 

apa (Ibu F – Masyarakat Kelurahan Romokalisari)110 

 

Hal berbeda disampaikan oleh Ibu R yang menyatakan bahwa : 

 

 
107 Ibu I – Masyarakat Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 27 April 

2020 pukul 14.10 WIB) 
108 Bapak H – Masyarakat Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kami, 18 Juni 

2020 pukul 16.29 WIB) 
109 Ibu K – Masyarakat Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 

2020 pukul 16.20 WIB) 
110 Ibu F – Masyarakat Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 

2020 pukul 16.24 WIB) 
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Jadi kalau e-Musrenbang memang ga semuanya mas bisa 

masuk hanya orang tertentu, nah masyarakat cuman bisa akses 

aja lewat internet, itupun kalo masyarakatnya mau dan tertarik 

sama perencanaan pembangunan. Bagi mereka yang tertarik ya 

selalu ngikutin mas, ngga cuman ngasih usulan aja terus 

ngilang. Kalau cek di websitenya ya tinggal buka hp kalo ga 

laptopnya buka websitenya itu. kalo saya sih kalo ada butuh apa 

nanti saja bilang ke Ketua Rtnya misal kayak tempat sampah 

gitu, trus ntar disampaikan ke RW seterusnya trus ya ada 

barangnya. (Ibu D – Anggota PKK Kel. Romokalisari) 111  

 

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal 

penting dalam mendukung jalannya pembangunan dilingkungannya 

untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan sehingga 

pembangunan dapat maksimal.  

Dan bapak U juga membenarkan bahwa : 

 

Kalau itu ya ada yang tau ada yang enggak, kalo yang tau ya 

mereka mantau sendiri usulan mereka, tapi kadang mereka 

habis musyawarah gitu usulannya diserahkan ke ketuanya 

supaya ngecek sampa mana usulan mereka.. (Bapak U – Tokoh  

Masyarakat Kelurahan Romokalisari) 

 

Dalam hal ini sosialisai kepada masyarakat merupakan hal 

penting yang harus dilakukan, sebab perencanaan pembangunan 

merupakan hal penting yang berdampak pada kehidupan mereka.  

...kita sudah adakan sosialisari ditingkat kecamatan dan 

kelurahan, kerena merekalah yang bersentuhan langsung 

dengan masyarakat. (Ibu Nina Anggreini – Staff Bappeko Kota 

Surabaya) 

 

Begitu juga disampaikan oleh Bapak U yang menyatakan bahwa 

sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah melalui 

 
111 Ibu R – Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada Kamis, 13 Agustus 2020 

pukul 12.34 WIB)  
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Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kata lain, sosialisasi yang dilakukan 

oleh Pemerintah masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan 

masih adanya warga / masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan 

kegunaan E-Musrenbang dalam proses pengawasan perencanaan 

pembangunan. 

 

3. Tata Cara Pelaksanaan E-Musrenbang di Kelurahan 

Romokalisari 

E-Musrenbang merupakan sebuah inovasi dalam sistem 

perencanaan pembangunan yang ada di Kota Surabaya dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Dengan adanya musrenbang dalam bentuk elektronik seperti ini 

diharapkan mampu untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dari 

segala tingkatan dalam permasalahan pembangunan.112 Sistem ini 

berfungsi untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah untuk 

jangka waktu satu tahun dimana usulan dari masyarakat tidak dilakukan 

secara manual melainkan dikelolah oleh sistem online yang dapat 

diakses melalalui bappeko.surabaya.go.id/musrenbang.113  

Pelaksanaan E-Musrenbang yang ada di Kota Surabaya tidak jauh 

berbeda dengan pelaksanaan Musrenbang pada umumnya. Walaupun 

 
112 Novy Setia Yunas, Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Perencanaan 

Pembangunan Berparadigma Masyarakat, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 (10 April 2017, 19-27  
113 Reny Dwi Karuniawati, Eva Hany Fanida,S.AP, M,AP. Efektivitas Sistem Electronic 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan E-Musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya. hal. 3 jurnalmahasiswa.unesa.ac.id diakses tanggal 3 Maret 2020 pukul 20.33 
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terjadi pergeseran dalam mekanisme pelaksanaan semenjak 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  86 Tahun 2017 

yang mengubah tingkatan terendah musrenbang dilaksanakan pada 

tingkat Kelurahan seperti pada bagan berikut merupakan alur 

perencanaan yang ada di Kota Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Alur Perencanaan Kota Surabaya 

 

Sebenarnya sama saja dengan musrenbang pada umumnya, 

masyarakat musyawarah di tingkat RT / RW kemudian dibahas 

disini, nanti dikecamatan sampe kota madya. Bedanya kalau 

dulu usulan cuman ditulis dikolom kalau sekarang kan 

dimasukkan ke komputer. Dulu usulan itu dibawa ke kecamatan, 

ke bappeko, nah kalau sekarang bisa langsung dikoreksi sama 

bappeko. (Bapak Sundaya – Sekretaris Kelurahan 

Romokalisari)114 

 

 

 
114 Bapak Sundaya – Sekretaris Kelurahan Romokalisar. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 4 

Mei 2020 pukul 11.23 - 
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Gambar 4.3 

Alur Pelaksanaan Musrenbang 

Forum rembuk tingkat RT merupakan forum informal yang 

merupakan proses awal pengidentifikasian masalah, dimana dalam 

forum rembuk RT yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat yang 

mewakili elemen yang ada di masyarakat untuk membahas kebutuhan 

masyarakat serta rencana pembangunan kedepan. Setelah usulan 

diperoleh, maka ketua RT akan menyampaikan kepada Ketua RW 

untuk diunggah ke website e-Musrenbang. Dalam proses 

pengunggahan, tiap RW memperoleh fasilitas berupa signal wifi dari 

Pemerintah Kota Surabaya, apabila Ketua RW mengalami kesulitan 

dalam mengunggah usulan, maka Ketua RW dibantu oleh LPMK.115 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak U yang juga 

merupakan mantan Ketua RW periode sebelumnya.  

 
115Bapak Sundaya – Sekretaris Kelurahan Romokalisar. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 4 

Mei 2020 pukul 11.23    
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Kalau fasilitas ada mas, disini tiap RW dapet wifi gratis dari 

Pemkot, ya buat itu juga, salah satunya buat ngeupload usulan 

itu ke web. Nah kalau ada yang gatau, ada kesulitan nanti dibantu 

sama LPMK nya. (Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. 

Romokalisari)116 

 

Setelah usulan tersebut di unggah sesuai dengan jenis 

pembangunannya dalam website namun usulan tersebut tidak muncul, 

maka itu artinya usulan tersebut ditolak. Penolakan biasanya terjadi 

akibat anggaran yang dibutuhkan terlalu besar. Masyarakat pun dapat 

mengetahui usulan mereka diterima atau ditolak melalui website 

tersebut. Usulan – usulan yang ada nantinya akan dibahas bersama 

dalam Murenbang Kelurahan. 

Usulan – usulan yang ada merupakan hasil dari musyawarah yang 

dilakukan sebelumnya. Terkait usulan prioritas untuk dibahas ke 

tingkat selanjutnya, pihak Kelurahan menyerahkan sepenuhnya 

kepada masyarakat pada saat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.  

Nah, prioritasnya itu dibicarakan dalam rapat musrenbang itu. 

Jadi kalau anggarannya pas, dari RT RW setuju ya jalan. 

Kelurahan tidak ikut menentukan yang menentukan itu semua 

itu warga. Kita cuman memfasilitasi ulusan, menyelenggarakan 

rapat, kan nanti juga ada musrenbang tingkat kecamatan, lalu 

kota madya. Tugas kita itu hanya menampung daripada usulan 

dari RT / RW yang dikoordinir oleh LPMK nah kita yang 

menyelenggarakan rapatnya. Jadi kita rapatkan sesuai petunjuk 

dari kecamatan, karena pengelolah anggaran kan kecamatan, 

jadi kalau kita mngundang RT / RW nah nanti disini atas usulan 

tadi dikumpulkan lalu dari Kelurahan itu untuk merekap saja 

dan dirapatkan dengan LPMK itu menyesuaikan  pagu 

anggaran. Jadi secara online kan sudah bisa dicek , nah nanti 

kalau ditolak ya gabisa, jadi langsung disitu nggak di acc dan 

 
116 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 

18 Juni 2020 pukul 16.45 WIB) 
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ganti dengan program lain yang sesuai. (Bapak Sundaya – 

Sekretaris Kelurahan Romokalisari)117 

 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak U yang 

menyatakan bahwa : 

Semua dikembalikan ke masyarakat, kalau ada yang ditolak ya 

dibahas kira – kira program apa yang sesuai dengan jumlah 

pagu yang tersisa, jadi ya harus habis itu pagunya. (Bapak U –  

Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari)118 

 

Pagu anggaran yang diberikan antara satu daerah dengan daerah 

lain tidak sama, penentuan pagu anggaran ditentukan oleh bagaimana 

karakteristik dari lingkungannya. Apabila dilingkungan tersebut 

masih banyak masyarakat yang kurang mampu, berpendidikan rendah 

maka pagunya berbeda dengan yang masyarakatnya sudah hidup 

berkecukupan.119 Sebagai contoh pagu anggaran yang diberikan 

kepada Kelurahan Romokalisari pada tahun 2019 mencapai Rp 

700.000.000 dan pada tahun 2020 lalu mencapai Rp 1.300.000.000.120  

Setelah usulan prioritas dari Kelurahan sudah diperoleh, maka 

usulan – usulan tersebut akan dibahas lagi dalam forum Musrenbang 

Kecamatan. Pada forum tingkat Kecamatan, masyarakat dapat 

menyampaikan pertanyaan, keluhan terkait usulan – usulan yang ada 

 
117 Bapak Sundaya – Sekretaris Kelurahan Romokalisari. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 4 

Mei 2020 pukul 11.23  
118 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 

18 Juni 2020 pukul 16.45 WIB)  
119 Nina Anggreini, ST – Staff Bappeko Surabaya. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 

2020 pukul 10.02 WIB  
120 Bapak Sundaya – Sekretaris Kelurahan Romokalisari. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 4 

Mei 2020 pukul 11.23  
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atau yang sudah di verifikasi.121 Setelah proses musrenbang 

Kecamatan, usulan akan dibahas pada forum SKPD atau OPD, pada 

tahap ini dinas – dinas terkait akan melakukan survey terkait usulan 

tersebut sebelum dibahas bersama dalam forum Musrenbang Kota 

Surabaya. 

Jadi prosesnya gimi mas, awal itu mereka bikin usulan utama 

dan usulan cadangan. Usulan utama ya usulan priroitas itu, 

kalau cadangan ya buat jaga – jaga. Jadi di forum Musrenbang 

Kelurahan itu sudah ada usulan yang gugur, nah sebagai 

gantinya biar pagunya terpenuhi naiklah usulan cadangan itu, 

nah itu juga dikembalikan ke masyarakat usulan mana yang 

sesuai. Nah gitu juga di Kecamatan, trus naik ke OPD jadi kan 

di OPD ada yang survey tuh nah kalau misal ga sesuai ya gugur, 

nanti dibahas lagi sama warga apa gantinya. Sampe akhirnya 

di Musrenbang Kota trus akhirnya disahkan itu.122 (Ibu Nina – 

Staff Bappeko Kota Surabaya) 

Usulan yang nantinya akan dimasukkan dalam program 

pembangunan harus disesuaikan dengan Visi – Misi Kepala Daerah 

dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya. Adapun Visi dari 

Pemerintah Kota Surabaya adalah “Surabaya Kota Sentosa yang 

Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi.” 

Sedangkan Misi Kota Surabaya terdiri dari : 

1. Mewujdukan sumber daya yang berkualitas; 

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas – luasnya 

kesempatan berusaha; 

 
121 Nina Anggreini, ST – Staff Bappeko Surabaya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 

2020 pukul 10.02 WIB)  
122 Ibu Nina Anggreini – Staff Bappeko Surabaya (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 

2020 pukul 10.20 WIB) 
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3. Memelihara keamana dan ketertiban umum; 

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintergrasi dan 

memperhatikan daya dukung kota; 

5. Memantapkan saran dan prasarana dan pemukiman yang ramah 

lingkungan; 

6. Memperkuat nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan 

masyarakat; 

7. Mewujdukan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung 

perdagangan dan jasa nasional dan internasional; 

8. Menetapkan tata kelolah pemerintahan yang baik 

9. Memantapkan daya saing usaha ekonomi lokal, inovasi produk 

dan jasa serta pemerintahan yang baik; 

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota terpadu efisien.123 

 

Agar tercipta suatu pembangunan yang sinergis antara 

pemerintah melalui visi – misinya dengan usulan yang diusulkan oleh 

masyarakat melalui musrenbang perlu dilaksanakan yang namanya 

penyelarasan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Nina 

dari Bappeko Kota Surabaya yang menyatakan bahwa : 

Visi – misi itu kan payung bagi kami untuk menyusun yang 

namanya RPJMD Kota Surabaya, kalau usulan yang nantinya 

masuk ke program iya harus disesuaikan dengan visi misi itu. 

kalau ada yang tidak sesuai ya ditolak, contoh kayak ada usulan 

pembuatan gapura itu memang langsung kita tolak karena 

gaada urgensinya, hanya fungsi estetika saja, selain itu kalo 

ada kebaran juga jadi penghalang mobil damkar buat masuk ke 

 
123 www.surabaya.go.id  

http://www.surabaya.go.id/
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lokasi kan, itu mempersulit. Kan visi nya ada kalimat berbasis 

ekologi, kalau ada usulan bangun taman, atau RTH atau 

saluran air, jalan kan masuk. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini 

usulannya masih sesuai dengan visi – misi Pemerintah Kota 

Surabaya.” (Ibu Nina – Staff Bappeko Kota Surabaya)124 

 
Nantinya usulan yang telah disetujui bersama dapat diakses oleh 

masyarakat melalui smartphone maupun PC mereka di halaman website e-

Musrenbang Kota Surabaya. Berikut merupakan tampilan website e-

Musrenbang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Tampilan website e-Musrenbang Kota Surabaya 

 

 

Memasuki tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya 

memberikan tanggungjawab baru kepada Kelurahan sebagai 

pelaksana dalam pembangunan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak 

Ali selaku Kasie. Trantib Kelurahan Romokalisari : 

...iya kalau dulu kita hanya bertindak sebagai pengawasnya, 

kalu sekarang kitanya yang jadi pelaku. Contoh misal ada 

 
124 Ibu Nina Anggreini – Staff Bappeko Surabaya (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 

2020 pukul 10.20 WIB)  
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program pembangunan fisik yang sudah disetujui dan 

menghabiskan dana lebih dari 200 juta, kita harus melakukan 

tender, kalau dibawah itu ya bisa melalui penunjukan 

langsung / PL. Tapi sampai sekarang kami belum ada 

pembinaan terkait gimana proses lelang itu, pembinaan 

sementara ini Cuma masalah penganggaran aja. Apalagi 

dengan kondisi seperti ini. untuk tahun 2020 ini belum ada 

program yang jalan. Selain program dari masyarakat yang 

ada di website itu, pemkot kan punya program namanya 

permakanan. Permakanan itu pemkot ngasih makan ke warga 

yang cacat fisik, mental atau lansia terlantar miskin, mereka 

dapat makan 3 kali sehari. Dananya ya dari uang itu, misal 

tahun lalu kita dapet 700juta, nah itu dipotong untuk 

permakanan. Sisanya baru untuk program itu. Kalau 

pelaksananya diserahkan ke  masyarakat, untuk yang cacat itu 

pelaksananya IPSM kalau lansia itu namanya Karang 

Werdah. Kelurahan hanya sebagai pelapor aja. (Bapak Ach. 

Ali – Kasie Trantib Kelurahan Romokalisari) 

  

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pihak Bappeko yang 

menyatakan bahwa mulai tahun 2020 terdapat perubahan aturan 

pelaksana. 

Iya, tahun 2020 memang ada perubahan semenjak adanya 

peraturan baru dan adanya dana kelurahan dari pusat untuk 

melaksanakan pembangunan dari masyarakat. Kalau 

besarnya ada hitungannya. Perubahan itu termasuk dalam 

proses lelang. Jadi kalau sebelumnya kan lelang dilakukan 

sama dinas terkait seperti PU misalnya, nah karena adanya 

perubahan itu akhirnya banyak pegawai PD teknis yang 

dipindah ke Kelurahan. (Ibu Nina – Staff Bappeko Kota 

Surabaya)125 

 

Dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia 

mengenal dua pendekatan yakni top down dan bottom up untuk 

menjamin keseimbangan antara kebijakan prioritas yang dibuat oleh 

 
125 Ibu Nina Anggreini – Staff Bappeko Surabaya (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 

2020 pukul 10.20 WIB)  
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pemerintah dengan aspirasi prioritas oleh masyarakat lokal.126 Hal 

tersebut juga diterapkan dalam sistem perencanaan Kota Surabaya, 

selain usulan yang berasal dari masyarakat, Pemerintah Kota 

Surabaya mempunyai program sendiri yakni pemberian makan bagi 

warga yang berkebutuhan khusus dan lansia terlantar. Tujuannya 

adalah agar masyarakat Surabaya dapat terpenuhi gizinya dan 

masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus juga dapat hidup 

layak. Pelaksanaan program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada 

masyarakat melalui lembaga kemasyarakaran yang ada, dalam hal 

ini Kelurahan merupakan pelapor atas pelaksanaan program kepada 

Pemerintah Kota Surabaya.127   

Tahun 2020 ini, pelaksanaan program mengalami penundaan 

akibat adanya pandemi covid-19 yang melanda Kota Surabaya. 

Sehingga menyebabkan tahun ini belum ada program pembangunan 

yang dilaksanakan, termasuk dalam hal pemberian pelatihan kepada 

petugas Kelurahan terkait nekanisme pelaksanaan lelang.  

Walaupun dengan adanya E-Musrenbang ini diharapkan dapat 

memberikan transparansi terkait usulan program yang masuk hingga 

program yang disahkan, namun dalam halaman website e-

 
126 Ahmad Mustanir, Partisan Abdi, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana 

Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Jurnal Politik Profetik, Vol 5 No. 2 Tahun 2017 hal. 248 
127Ibu Nina Anggreini, ST – Staff Bappeko Surabaya. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 

Juni 2020 pukul 10.02 WIB  
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Musrenbang tidak dicantumkan terkait anggaran yang dikeluarkan 

dalam pelaksanaan tiap program.  

 

4. Dampak Penggunaan E-Musrenbang Terhadap Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo 

Kota Surabaya 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menggunakan 

musrenbang dengan menggunakan sistem elektronik dalam 

memberikan informasi terkait usulan masyarakat yang dimulai sejak 

tahun 2009. Komitmen Kota Surabaya dalam mengembangkan e-

government dalam menejemen pemerintahannya bahkan telah 

membawa Kota Surabaya memperoleh penghargaan dari dalam 

maupun luar negeri. Kini Kota Surabaya merupakan barometer 

penyelenggaraan pemerintah dengan basis elektronik bagi daerah 

lain.128 

Adanya E-Musrenbang telah membawa dampak terhadap 

perencanaan pembangunan, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak U yang 

menyatakan bahwa : 

Kalau sekarang masyarakat itu bisa ngusulkan waktu di 

musrenbang itu apa yang mereka butuhkan, apa permasalahan 

yang mereka hadapi itu disampaikan saja dalam forum, kalau 

sekarang lebih simpel dari sebelumnya, kalau sebelumnya kalau 

ada apa – apa kita harus tanya ke kelurahan dulu, ke kecamatan 

kalau sekarang kan tinggal buka webnya saja. Dulu usulan kita 

 
128 Prima Tama Setyasa, Penilaian Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Kota Surabaya. Jurnal Penata Ruang Vol. 14 No. 1 Tahun 2019 hal. 13 
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gabisa tau di tolak apa disetujui, kalau sekarang tinggal unggah 

kalau usulannya nggak keluar ya artinya ditolak harus dicari 

gantinya yang sesuai enaknya gitu seh, (Bapak U – Tokoh 

Masyarakat Kelurahan Romokalisari)129 

 

Begitu juga pihak Kelurahan yang merupakan bagian pemerintah 

yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan juga mengatakan bahwa : 

Usulan sih banyak mas dari masyarakat, bahkan sampe lebih – 

lebih dari pagu yang ada. Ada peningkatan lah dari sebelumnya. 

(Bapak Ali – Kasie Trantib Kelurahan Romokalisari)130 

 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak Bappeko Kota Surabaya 

yang menyatakan bahwa : 

Dengan adanya e-Musrenbang ini, kalau dulu mungkin hanya 

beberapa RW yang aktif menyuarakan aspirasinya, nyampaikan 

apa yang mereka butuhkan. Karena kalau dulu itu kalau mau 

ngajuin apa – apa mereka harus bikin proposal permohonan. 

Kalau sekarang kan tinggal masuk webnya, usulan diunggah, 

mungkin disertai dokumen pendukung kayak foto. Mereka juga 

bisa tau mana usulan yang disahkan dan mana yang tidak. (Ibu 

Nina Anggreini – Staff Bappeko Kota Surabaya)131 

 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dengan 

diberlakukannya sistem E-Musrenbang telah membawa dampak 

meningkatnya jumlah usulan pembangunan yang berasal dari 

masyarakat yang masuk kedalam pemerintah. Hal tersebut 

menyebabkan meningkatnya jumlah pembangunan yang berasal dari 

 
129 Bapak U – Tokoh Masyarakat Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 

18 Juni 2020 pukul 16.45 WIB) 
130 Bapak Ali – Kasie Trantib Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada Senin, 4 Mei 

2020 pukul 10.24) 
131 Nina Anggreini, ST – Staff Bappeko Surabaya. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 

2020 pukul 10.02 WIB 
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masyarakat dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selain itu 

dengan adanya E-Musrenbang ini telah membawa kemudahan bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat dapat menyampaikan 

usulan mereka dalam forum rembuk RT yang selanjutnya usulan 

tersebut akan ditindak lanjuti oleh Ketua RT / Ketua RW untuk 

dimasukkan kedalam usulan pembangunan diwilayah tersebut. 

Meningkatnya program pembangunan tersebut juga dirasakan oleh 

masyarakat sebagai berikut :  

...iya sih mas, sekarang banyak kegiatan pembangunan, 

pelatihan juga. Ya mungkin berkat itu kali yaa. (Ibu F – 

Masyarakat Kelurahan Romokalisari)132 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu K yang menyatakan bahwa 

: 

 

Iya mas, banyak pembinaan – pembinaan sekarang, bangun ini 

itu. (Ibu K – Masyarakat Kelurahan Romokalisari)133 

 

Begitu juga ibu R yang menyatakan bahwa  

Iya ada peningkatan lah, sekarang bisa cepet misal saya mau usul 

pengadaan tong sampah ke Pak RT nanti sama Pak RT-nya 

diteruskan trus bisa diwujudkan. (Ibu R – Anggota PKK Kel. 

Romokalisari)134 

Selain itu dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya e-

Musrenbang ini adalah adanya kemudahan bagi warga untuk 

 
132 Ibu F – Masyarakat Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 

2020 pukul 16.20 WIB) 
133 Ibu K – Masyarakat Kelurahan Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 

2020 pukul 16.20) 
134 Ibu R – Anggota PKK Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Agustus 

2020 pukul 12.34 WIB) 
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berkonsultasi terkait masalah pembangunan yang ada di Kelurahan 

Romokalisari, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sundaya : 

Ya berdampak sih mas, maksudnya tetap ada pengawasan 

dalam nanti memfasilitasi berada dibawah pengawasan dari RT 

/ RW dan warga. Adanya kemudahan bagi warga untuk 

berkonsultasi terkait pembangunan disini. (Bapak Sundaya – 

Sekretaris Kelurahan Romokalisari)135 

 

Begitu juga Bapak Ali yang mengatakan bahwa : 

 

Dengan adanya ini ya berdampak ke petugas sini, kita harus 

mampu mengusain teknologinya supaya bisa ngoperasikan, itu 

tantangan sih buat saya dan lainnya. (Bapak Ali – Kasie Trantib 

Kelurahan Romokalisari)136  

 

Dengan adanya e-Musrenbang ini, masyarakat juga dengan 

mudah melakukan pengawasan terhadap program pembangunan dan 

berkonsultasi dengan pihak Kelurahan apabila masyarakat mengalami 

kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu program yang ada 

merupakan benar – benar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini 

sehingga program yang ada dirasa sudah tepat sasaran.  

 

 

 

 

 

 

 
135 Bapak Sundaya – Sekretaris Kelurahan Romokalisari. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 4 

Mei 2020 pukul 11.23  
136 Bapak Ach. Ali – Kasie Trantib Kelurahan Romokalisari (Wawancara diakukan pada hari Senin, 

4 Mei 2020 pukul 10.20 WIB) 
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D. Analisis Data 

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis 

Website E-Musrenbang di Kelurahan Romokalisari 

Partisipasi masyarakat dimaknai sebagai keterlibatan atau 

keikutsertaan masyarakat dalam proses interaksi sosial, proses identifikasi 

masalah serta potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat ditemukan 

solusi penyelesaian yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Dalam hal 

partisipasi masyarakat. Selain itu partisipasi juga diartikan sebagai 

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol 

serta koordinasi untuk mempertahankan hak sosial mereka.  

Jika dikaitkan dengan tingkat kekuasaan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Arnstein 

mengelompokkan kekuasaan masyarakat kedalam delapan anak tangga 

yang diberi nama sebagai Tangga Partisipasi / A Ladder of Participation 

tangga – tangga tersebut terdiri dari : 
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Gambar 4.5 

Tangga Partisipasi Sherry R. Arnstein 

 

Tangga – tangga tersebut dikelompokkan berdasarkan sejauh mana 

masyarakat dilibatkan dalam penentuan kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. Semakin tinggi tangga maka semakin tinggi keterlibatan 

masyarakat dalam menentukan arah kebijakan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menganalisis partisipasi masyarakat dengan menggunakan tangga 

partisipasi Arnstein yang dijabarkan sebagaimana berikut ini : 

Tabel 5.1137 

Indokator Tangga Partisipasi Arnstein  

 

Tangga  Derajat Indikator  

Manipulasi  

Non 

Partisipasi 

Masyarakat tidak mengetahui terkait 

dengan proses perencanaan 

pembangunan (Musrenbang). Masyarakat 

ikut terlibat dalam suatu kegiatan karena 

sebuah keterpaksaan tidak dilandasi 

karena adanya tanggung jawab.  

 

Terapi  Pada tahap ini komunikasi mulai ada 

tetapi masih sangat terbatas, inisiatif 

hanya berasal dari pemerintah. 

komunikasi masih satu arah. 

Keikutsertaan masyarakat masih karena 

sebuah keterpaksaan.  

 

Menyampaikan 

informasi 

Tokenisme 

Pemberian informasi terkait perencanaan 

pembangunan (Musrenbang) hanya untuk 

memberikan legitimasi terhadap program 

yang dibuat oleh pemerintah. 

Keikutsertaan mereka sudah mulai 

dilakukan secara sukarela. 

 

Konsultasi  Pada tahap ini masyarakat dapat 

menyampaikan usulan kepada 

 
137 Wahyu Ishardino Satries, Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam 

Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. Jurnal Kyberman No. 2 Vo. 2 

September 2011 
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pemerintah. Walaupun usulan mereka 

tidak dihiraukan oleh Pemerintah.  

 

Peredam 

kemarahan  

Adanya proses tawar menawar atau 

negosiasi program pembangunan antara 

pemerintah dengan masyarakat dalam 

forum Musrenbang.   

 

Kemitraan  Kekuasaan 

masyarakat 

Kondisi dimana kedudukan masyarakat 

dan pemerintah sejajar, masyarakat 

mempunyai ruang dalam sebuah 

program. Mereka berinisiatif untuk hadir 

setelah adanya kesepakatan antara 

keduanya yang dilandasi dengan rasa 

sukarela.  

 

Pendelegasian 

kekuasaan 

Pemerintah memberikan wewenangnya 

kepada masyarakat guna mengurus 

sendiri kebutuhan dan kepentingannya. 

Pemerintah mempercayakan perencanaan 

pembangunan kepada masyarakat. 

Mereka berinisiatif untuk hadir karena 

telah mempunyai wewenang dalam 

membuat keputusan. 

 

Pengawasan 

masyarakat 

Masyarakat terlibat aktif dalam 

perumusan masalah, implementasi, 

kontrol dan evaluasi setiap kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah. Mereka 

berinisitaif hadir karena telah mempunyai 

kekuasaan penuh dalam pembangunan. 

 

 

Berdasarkan hasil penyajian data dan setelah melakukan wawancara 

terkait dengan partisipasi masyarakat maka partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan di Kelurahan Romokalisari berada pada 

tingkatan delegated of power atau pendelegasian kekuasaan dan masuk 

dalam kategori citizen control. Berikut adalah penjelasan terkait dengan 

tangga delegated of power : 
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Negotiations between citizens and public official can also result in 

citizens achieving dominant decision-making authority over a 

particular plan or program. At this level, the ladder has been scaled 

to the point where citizens hold the significant cards to assure 

accountability of the program for them. Adanya negosiasi antara 

masyarakat / warga dan pejabat publik / pemerintah memberikan 

wewenang yang dominan dalam pembuatan kebijakan perencanaan 

maupun program. Pada level ini, tangga ini telah ditingkatkan pada 

titik dimana masyarakat / warga memegang kartu yang signifikan 

untuk memastikan akuntabilitas program untuk mereka. 138 

 

Musrenbang merupakan wadah yang berfungsi untuk proses 

negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah 

dengan pemangku kepentingan guna mencapai kesepakatan bersama terkait 

prioritas kegiatan pembangunan.139 Musrenbang didasarkan atas semangat 

dan nilai gotong royong yang sudah mendarah daging dalam budaya 

masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan 

pembangunan di Kelurahan Romokalisari, pemerintah memberikan 

sepenuhnya usulan prioritas kepada masyarakat melalui forum musrenbang.  

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat 

yang menyatakan bahwa pelaksanaan e-musrenbang diawali dengan proses 

rembuk warga tingkat RT yang dihadiri oleh perwakilan dari tiap elemen 

yang ada di masyarakat. Walaupun memang secara yuridis sudah diatur 

dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tingkatan 

pelaksanaan Musrenbang terendah berada pada tingkat Kelurahan, namun 

Kelurahan Romokalisari tetap meletakkan rembuk warga sebagai awal 

 
138 Sherry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning 

Association, 35 : 4, hal. 216 – 224  
139 Ahmad Mustanir, Partisan Abdi, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana 

Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Jurnal Politik Profetik, Vol 5 No. 2 Tahun 2017 hal. 254 
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proses pengindentifikasian permasalahan yang ada di masyarakat. 

Masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan usulan dalam forum 

rembuk untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Ketua RT dan Ketua 

RW. Dengan begitu, usulan – usulan nantinya sesuai dengan kebutuhan dan 

pembangunan yang ada dapat tepat sasaran.  

Apabila dalam pelaksanaan musyawarah pada level selanjutnya 

ditemui usulan yang tidak sesuai ketentuan, maka usulan tersebut akan 

gugur otomatis dan akan digantikan dengan usulan cadangan yang telah 

disiapkan sebelumnya dalam mengubah usulan yang telah gugur dengan 

usulan cadangan masih dengan melibatkan perwakilan dari masyarakat, 

sehingga masyarakat punya andil besar dalam menentukan arah 

pembangunan di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat masih berlanjut 

hingga Musrenbang tingkat Kota.  

Pada tingkatan pendelegasian kekuasaan ini, inisiasi sudah dimulai 

dari masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian 

hingga pada tahap evaluasi dan penikmatan hasil pembangunan. Walaupun 

memang dalam proses perencanaan tidak semua warga terlibat hanya 

sebagian perwakilan saja yang terlibat, namun dari perwakilan tersebut 

suara masyarakat akan disampaikan. Dalam hal pelaksanaan dan 

penikmatan hasil pembangunan merupakan kewajiban dan hak setiap 

individu. Selain pada tahap perencanaan, pada tahap pelaksanaan program 

yang telah disepakati, pemerintah menyerahkan pelaksanannya pada 

masyarakat. Seperti contoh program permakanan yang merupakan program 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

101 
 

 

Pemkot untuk memberi makan kepada warganya yang mempunyai 

kebutuhan khusus dan lansia Pemkot menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan 

program kepada masyarakat melalui LSM yang ada seperti Karang Werdah 

dan IPSM. Adanya kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

kepada masyarakat sehingga masyarakat juga merasa ikut memiliki program 

tersebut.   

Selain itu, dengan adanya peraturan tentang Dana Kelurahan yang 

berasal dari Pemerintah Pusat guna mendukung pembangunan yang ada di 

Kelurahan serta dilimpahkannya pelaksanaan lelang proyek pembangunan 

kepada Kelurahan sehingga dapat menjadikan Kelurahan sebagai pusat 

pembangunan, dimana Kelurahan merupakan unit pemerintahan terendah 

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan memudahkan 

masyarakat untuk melakukan konsultasi terkait pembangunan di 

wilayahnya. Adapun syarat pelaksanaan lelang adalah apabila terdapat 

program pembangunan yang menghabiskan anggaran Rp 200.000.000 atau 

lebih, biasanya adalah untuk pembangunan fisik berupa perbaikan jalan, 

pemavingan maupun pembuatan saluran air.  

Dengan adanya pendelegasian kekuasaan ini artinya pemerintah 

telah memberikan wewenangnya pada masyarakat untuk mengurus sendiri 

kebutuhannya yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

dan akhirnya penikmatan pembangunan. Masyarakat memegang kartu 

penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan diwilayahnya. 

Mereka mempunyai kekuasaan yang jelas serta tanggung jawab penuh 
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terhadap keberhasilan program pembangunan. Pada tangga delegated of 

power masuk kedalam kelompok citizen power dimana pada kelompok ini 

terdapat keterlibatan dari masyarakat sipil sebagai salah satu bagian penting 

dalam menggerakan masyarakat. Adanya pembagian hak dan kewajiban 

antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemerintah berkewajiban 

untuk memenuhi kebuthan masyarakat termasuk dalam hal pembangunan, 

baik berupa fisik maupun pembangunan manusianya. Sedangkan 

masyarakat berhak atas kehidupan yang layak dan menikmati hasil 

pembangunan yang ada. Selain hak dan kewajiban, adanya pembagian 

wewenang dimana masyarakat diberi wewenang guna membuat keputusan 

terkait sebuah perencanaan dan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu 

yang terbebas dari tekanan maupun paksaan dari pihak lain. Sehingga 

masyarakat mempunyai kendali penuh atas keputusan yang dibuat bersama 

dengan pemerintah.  

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada 

di Kelurahan Romokalisari dapat dikatakan hampir maksimal apabila 

masyarakat ikut serta dalam mengontrol usulan mereka. Adanya E-

Musrenbang merupakan salah satu bentuk pemberian transparansi kepada 

masyarakat. Walaupun begitu, transparansi yang diberikan hanya sebatas 

usulan kegiatan, tidak dicantumkan kolom anggaran yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan kegiatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut 

: 

1. Dengan menggunakan tangga partisipasi menempatkan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Kelurahan 

Romokalisari berada pada level delegated of power berdasarkan hasil 

wawancara bersama tokoh masyarakat dan pemerintahan yang 

diwakilkan oleh Kelurahan dan Bappeko Kota Surabaya. Hal tersebut 

ditandai dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan 

aspirasinya, adanya peran yang penting bagi masyarakat dalam 

menentukan arah pembangunan di wilayahnya.   

2. Adanya e-Musrenbang telah membawa dampak terhadap meningkatnya 

program pembangunan yang berasal dari masyarakat yang diusulkan 

melalui forum musrenbang yang dapat diakses melalui website e-

Musrenbang. 

B. Saran 

Adapun yang menjadi saran terkait dengan partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang adalah 

sebagai berikut : 

1. Menggiatkan sosialisasi dan memastikan bahwa masyarakat 

mengetahui tentang kegunaan dan fungsi e-musrenbang terutama 

kepada masyarakat awam guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan 
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masyarakat dalam mengontrol proses perencanaan pembangunan di 

wilayahnya.  

2. Menyediakan transparansi anggaran pada website e-musrenbang 

sehingga transpansi tidak hanya pada usulan yang disetujui saja 

melainkan juga anggaran yang dikeluarkan dalam merealisasikan 

program tersebut.   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

105 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. M. Dirga Firgiawan, Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan). Skripsi Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar, 2018. 

Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2014. 

Akadun, Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat 

dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal Mimbar Vol. XXXVII No. 

2 Desember 2011 

Amirin, Tatang, Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo, 1998. 

Arnstein, Sherry R., A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American 

Planning Association, 35 : 4, 

Azhar, Fikri, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya. jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3 

No. 2 tahun 2015. 

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Statistik Daerah Kota Surabaya Tahun 2019.  

Conyers, Diana, Perencanaan Social di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Gadjah 

Mada University Pers: Yogyakarta, 1994. 

Creswell, Jhon W., 1998. Qualitative Inquary and Research Design : Choosing 

Among Five Traditions. London : SAGE Publications. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 

dwh.dispendukcapil.surabaya.go.id 

Effendi, Usman, Pengembangan e-Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Studi Kasus : Kabupaten Ogan Komering Ulu) Jurnal Nasional Informatika 

2013 UPN Veteran Yogyakarta 18 Mei 2013 ISSN : 1979-2328 

Faisal, Sanapiah, Format – Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1995. 

Hamijoyo, Partisipasi dalam Pembangunan. Jakarta: Depdikbud RI, 2007. 

Hasibuan, Malayu, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: CV. Haju 

Masagung, 1993. 

Henri, Ezi, Ninuk Purnaningsih, Amiruddin Saleh, Analisis Efektivitas 

Musyawarah Rencana Pembangunan (Effectiveness Analysis of 

Development Planning Conference) Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol. 

12 Juli 2014 No. 2 ISSN 1693-3699. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

106 
 

 

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembanga E-Government 

di Indonesia. 

Kadir, Abdul, Strategi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju 

Otonomi Daerah. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana 

Hijau Vol. 1 No. 2 Desember 2005. 

Kamahuddin, Rustian, Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan 

Daerah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia, 1992. 

Kecamatan Benowo dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kota 

Surabaya 

Kumorotomo, W. Erika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1992 

Lawrence, Municipalities and Community Participation a Sourcebook for Capacity 

Building. London: VA. Earhscan, 2000. 

Mikkelsen, Birtha, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya 

Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. 

Miraza, Bachtiar Hassan, Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah. 

Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau Vol. 1 No. 2 

Desember 2005. 

Mubiyarto, Pembangunan Pedesaan. Yogyarakrta: P3PK UGM, 1984.  

Mustanir, Ahmad, Partisan Abdi, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah 

Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang 

Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, Vol 5 No. 

2 Tahun 2017 

Ndraha Talizidhuhu, Pembangunan Masyarakat Desa (Jakarta : Rireba Cipta) 1983 

Noveriyanto, Baharuddin, Laila Chairun Nisa, Achmad Sofian Bahtiar, E-

Goverment-Sebagai Layanan-Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya, Studi 

Kematangan E-Goverment Sebagai Layanan-Komunikasi G2G, G2C and 

G2B. Jurnal Profetik Komunikasi vol. 11/no. 01/April 2018. 

Paselle, Enos, Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Studi Tentang Efektivitas 

Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Jurnal Paradigma 

Vol. 2 No. 1 April 2013. 

Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Kota Surabaya. 

Peraturan Walikota No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota 

Surabaya. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

107 
 

 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 

2021. 

Purnamasari, Irma, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan 

di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis Program Pasca Sarjana 

Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi 

Konsentrasi Magister Administrasi Publik tahun 2008. 

Rahmawati, Nur, Rudi Saprudin & Arie Surya Gutama, Partisipasi Masyarakat 

dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. 

Share Social Work Journal, Vol. 5 No. 1. 

Reny-Dwi Karuniawati, Eva Hany Fanida, Efektivitas Sistem Electronic 

Musyawarah Rencana Pembangunan (E-Musrenbang) di Kecamatan-

Tambaksari Kota Surabaya. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri 

Surabaya.  

Riyadi dan Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2004. 

Rowe, Gene and Lynn J. Frewer, Evaluating Public-Prticipation Exercises: A 

Research Agenda Science, Technology and Human Values, Vol. 29 No. 4. 

Rukminto, Adi Isbandi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi. 

Komunitas, Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI, 2001. 

Satries, Wahyu Ishadino, Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi 

dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. Jurnal 

Kybernan, Vol. 2 No. 2 September 2011 

Setyasa, Prima Tama, Penilaian Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya. Jurnal Penata Ruang Vol. 14 

No. 1 Tahun 2019. 

Soemarno, Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan 

Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan 

Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Banyumanik. Tesis Program Magister 

Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D (Bandung : Alvabeta, 

2014) 

Tjokrowinoto, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Jakarta: 

CV. Cipnuy, 1993. 

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

Undang-Undang.No. 23 Tahun 2014.Tentang Pemerintah Daerah  

Wasistiono, Sadu, Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia, 2007. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

108 
 

 

Wawancara Bapak Ali (Kasie. Trantib Kelurahan Romokalisari), 4 Mei 2020, pada 

pukul 10.24 WIB. 

Wawancara Bapak H (Masyarakat) 18 Juni 2020, pada pukul 16.29 WIB 

Wawancara Bapak Sundaya (Sekretaris Kelurahan Romokalisari) 4 Mei 2020, pada 

pukul 11.23 WIB. 

Wawancara Bapak U (Masyarakat) 18 Juni 2020, pada pukul 16.45 WIB 

Wawancara Ibu F (Masyarakat) 18 Juni 2020, pada pukul 16.24 WIB 

Wawancara Ibu I (Masyarakat), 27 April 2020, pada pukul 14.10 WIB. 

Wawancara Ibu K (Masyarakat) 18 Juni 2020, pada pukul 16.20 WIB. 

Wawancara Ibu Nina Anggreini, ST. (Staff Bappeko Kota Surabaya) 15 Juni 2020 

pukul 10.02 WIB. 

www.kompasiana.com/e-musrenbang-surabaya-masih-jauh-dari-harapan-diakses 

pada 27 Juli 2019 pukul 20.22 

Yunas, Novy Setia, Efektivitas E-Musrenbang di-Kota Surabaya dalam Sistem 

Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Otoritas Jurnal 

Ilmu Pemerintahan Vol. 7 April 2017. 

 

  

http://www.kompasiana.com/e-musrenbang-surabaya-masih-jauh-dari-harapan



